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MOTTO 
 
 ِسَكُْ ًُ ْناَو ِٓءاَشَْحفْنا ٍِ َع ًٰهُْ ََ َو ًٰتُْسقْنا يِذ ِٕيَۤاتَْ ِاَو ٌِ اَسْح ِْلْاَو ِلْدَعْناِت ُسُْيأََ َ هاللّٰ ٌَّ ِا
 ٌَ ْوُسََّكَرت ْىُكَّهََعن ْىُكُظِعََ  ۚ ٍَِْغثْناَو 
 
Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) 
perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."
1
 
(Q.S An-Nahl Ayat: 90) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
       
1
 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah, 1993), hlm. 415. 
  
vii 
 
PERSEMBAHAN 
Puji Syukur selalu dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberi 
rahmat, taufiq serta hidahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Sebuah karya sederhana akan dipersembahkan kepada:  
1. Kedua orang tua tercinta Bapak Sukardi dan Ibu Tumiyem yang selalu 
melindungi, mengasuh, mendidik, memberikan semangat, dukungan 
dan selalu mendoakan di setiap saat demi suatu keberhasilan. Berkat 
keduanyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua 
ini menjadi kado terindah untuk keduanya. 
2. Kakak Katwanto dan Pitri Susilowati, serta adik Agung Tri Ardiyanto 
yang juga membantu mendoakan dan memberikan semangat dalam 
proses pengerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan penuh tekad yang kuat. 
3. Ketua PC IPNU Kabupaten Wonogiri dan patner berjuang Rekan Arif 
Budiman yang banyak memotivasi dan mendoakan penulis selama 
proses pengerjaan skripsi. 
4. Rekan-rekanita pengurus dan anggota IPNU & IPPNU Kabupaten 
Wonogiri yang setia memberikan dukungan dan semangat kepada 
penulis. 
5. Sahabat-sahabatku Siti Zulaikah, Vicky Catur Probosari, Auliya 
Nugraheni Putri, A.Millati Azka A.M, Nahar Surur, Fariz Fatkhuri 
Wibowo, Sebta Aditya Qosim Veratih, serta sahabat-sahabat 
seperjuanganku HKI angkatan 2014, yang tidak bisa disebutkan satu 
  
viii 
 
persatu yang telah memberikan dukungan, saran dan motivasi kepada 
penulis. 
6. Almamater tercinta Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam Islam 
IAIN Surakarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ix 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
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ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wau W We 
ِ Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ٌ Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهرَ Yażhabu 
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b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فُك Kaifa 
2. لىح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ٌ...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ٌ...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. مُق Qīla 
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3. لىقَ Yaqūlu 
4. ٍيز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحهط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اُّتز Rabbana> 
2. لّصَ Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. ٌورخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤُنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلْإ دحًي ايو Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 ًٍُناعنا بز للهدًحنا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ٍُقشاسناسُخىهن الله ٌإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ٌاصًُناو مُكنا اىفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Yuliani Nur Saraswati, NIM: 142121007; “PRAKTIK PERKARA 
PRODEO DI PENGADILAN AGAMA WONOGIRI (TAHUN 2014-2017)”  
Penelitian ini membahas dua permasalahan diantaranya: 1) bagaimana 
hakim di Pengadilan Agama Wonogiri dalam menentukan seseorang dapat 
diterima atau ditolak untuk menggunakan perkara prodeo; 2) faktor apa yang 
mempengaruhi rendahnya praktik perkara prodeo di Pengadilan Agama Wonogiri 
pada tahun 2014-2017.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif kualitatif dengan 
menggunakan sumber data primer dari wawancara langsung dengan hakim yang 
memeriksa perkara prodeo nikah di Pengadilan Agama Wonogiri. 
Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa hakim dalam memutus 
seseorang yang mengajukan perkara menggunakan prodeo dengan melihat syarat 
yang diajukan sebagai kelengkapan administrasi dan juga melihat dana dari 
anggaran DIPA (Daftar Isian Pengeluaran Anggaran) yang sudah dianggarkan. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penggunaan fasilitas prodeo 
apabila dilihat dari segi pengadilan sudah adanya penyebaran informasi terkait 
penggunaan perkara prodeo, sedangkan dari segi masyarakat dikarenakan 
masyarakat sendiri yang tidak mau menggunakan perkara dengan prodeo. 
  
Kata Kunci: perkara prodeo, dana DIPA, pertimbangan hakim. 
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ABSTRACT 
 
Yuliani Nur Saraswati, NIM: 142121007; "Prodeo Practices In The 
Wonogiri Religion Court (In 2014-2017)". 
This study addresses two issues including: 1) how judges in the Wonogiri 
Religious Court determine whether a person can be accepted or refused to use a 
prodeo case; 2) what factors influence the low practice of prodeo cases in the 
Wonogiri Religious Court in 2014-2017. 
This study is a qualitative normative research type using primary data 
sources from direct interviews with judges who examined marriage prodeo cases 
in the Wonogiri Religious Court. From the results of the study, it was shown that 
the judge in deciding someone who filed a case using the prodeo by looking at the 
requirements submitted as administrative completeness and also seeing funds 
from the budget of the DIPA (List of Budget Expenditure Fields) that had been 
budgeted. As for the factors that influence the low use of prodeo facilities when 
viewed from a court point of view there has been a spread of information related 
to the use of prodeo cases, while from the community point of view the 
community itself does not want to use cases with prodeo. 
 
 
Keywords: prodeo cases, DIPA funds, judge's consideration. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya dan banyak 
penduduknya. Masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya tidak 
sedikit dengan berbagai macam suku, ras, agama, serta latar belakang 
sosial budaya yang berbeda yang tentunya beragam ini tidak semua 
penduduk itu merata pertumbuhan ekonominya, tidak semua kemampuan 
ekonomi di atas rata-rata, atau sebaliknya berada digaris menengah ke 
bawah. Akan tetapi jika terjadi demikian semua berhak mendapat 
pelayanan yang sama dan adil dibidang hukum. Yakni adanya jaminan 
persamaan hak dihadapan hukum. Sesuai yang termaktub dalam Pancasila 
sila ke 5 berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dan 
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 “setiap warga negara 
bersamaan kedudukannya di negara hukum dan pemerintah dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan baik dan tidak ada 
kecualinya”.2 Selain itu setiap orang juga berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
dihadapan hukum”.3 
Pasal 27 di atas tidak membedakan antara warga negara yang satu 
dengan yang lain, semua sama dihadapan hukum dan berhak memperoleh 
                                                          
       
2
 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 1. 
       
3
 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 D ayat 1. 
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perlindungan hukum termasuk fakir miskin. Karena fakir miskin 
jugadiatur dalam pasal 34 terlantar terpelihara oleh negara.
4
 Tetapi negara 
tidak menjamin keberlangsungan hidup mereka semua, realitanya masih 
banyak rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Rakyat 
miskin hampir semuanya buta hukum dan pada umumnya mereka tidak 
paham hak dan kewajiban serta tidak tahu sebagaimana menghadapi dan 
menyelesaikan perkara sendiri. 
Tugas pemerintah adalah bersosialisasi Undang-undang ini secara 
intensif, sehingga Undang-undang ini bukan saja secara formal merupakan 
hukum yang berlaku (positive law) tetapi secara faktual juga merupakan 
hukum hidup (living law). Dengan intensifnya upaya sosialisasi yang 
dilakukan oleh pemerintah, diharapkan kesadaran hukum masyarakat akan 
fungsi dan peranan peradilan agama menjadi lebih meningkat. 
Peraturan hukum bukan sekedar barang yang mati, akan tetapi 
peraturan hukum ini hidup diruang pengadilan dan diwujudkan dalam 
perbuatan. Pengadilan merupakan salah satu simbol dari kekuasaan Islam.
5
 
Manusia sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan 
tidak bisa lepas dari perselisihan ataupun sengketa. Dan hukum telah 
memberikan jalan bahwa jika terdapat pihak yang merasa dirugikan maka 
dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang berkompeten. 
                                                          
 
4
 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 34 ayat 1. 
       
5
 Daniel S. Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia, Cet. II (Jakarta: PT Inter 
Masa, 1986),  hlm. 18.  
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Tujuan dilakukannya gugatan adalah untuk mendapatkan perlindungan hak 
serta perlindungan hukum dari pengadilan. 
Ironisnya tidak semua anggota masyarakat mampu dan mengenal 
hukum. Dalam mengajukan perkara ke pengadilan sering kali dihadapkan 
pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. 
Dalam tahapan litigasi maupun non litigasi haruslah dilakukan sesuai 
dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan 
yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena 
tidak memenuhi aspek prosedural hukum. 
Secara teoritis, melalui aturan yang telah ada baik dalam Herzein 
Inland Reglemen (HIR) / Reglemen Buiten Govesten (RBg)n maupun 
dalam literatur hukum acara telah dibuktikan bahwa peradilan di Indonesia 
peduli terhadap masyarakat ekonomi lemah yang juga ingin mendapatkan 
dan merasakan perlindungan serta pengayoman, dalam memperoleh hak 
perdata mereka. 
Dalam hal berperkara, masyarakat atau seorang yang berperkara 
tersebut diproses dan diadili dengan seadil-adilnya sesuai ketentuan yang 
berlaku. Berperkara tidak semata-mata hanya terjadi perkara kemudian 
diadili, tetapi juga memerlukan biaya atau disebut dengan “beracara 
dikenakan biaya”.6 Artinya dalam penyelesaian perkara di pengadilan akan 
dikenakan biaya, mulai dari biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan 
proses selanjutnya sampai eksekusi. Bagi mereka yang jika dilihat dari 
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 Sudikno Mertokusumo,  Hukum Acara Perdata Indonesia, 2013, Yogyakarta: 
Cahaya Atma Pustaka, hlm. 17. 
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sudut pandang ekonominya yang kurang mampu, maka proses 
berperkarapun masih tetap berjalan. 
Dalam realitanya tidak setiap orang mampu untuk membayar biaya 
perkara jika berniat untuk menyelesaikan masalahnya di pengadilan karena 
golongan masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perkara, juga 
harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama termasuk dalam hal 
beracara di pengadilan. Golongan masyarakat ini sudah sepatutnya 
mendapat bantuan hukum dalam hal beracara di pengadilan, yakni dengan 
jalan mengajukan perkara perdata tanpa biaya perkara.
7
 
Namun demikian bagi anggota masyarakat yang tergolong tidak 
mampu membayar biaya perkara, juga mendapatkan pelayanan hukum 
yang sama. Sesuai dengan amanat pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, golongan 
masyarakat yang tidak mampu ini tetap berhak mendapat pengakuan, 
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan 
atau pelayanan hukum yang sama dihadapan hukum dengan warga negara 
Indonesia yang lainnya, termasuk pula dalam hal beracara didalam 
pengadilan. Bahkan golongan masyarakat seperti ini sudah sepatutnya pula 
mendapat bantuan hukum untuk beracara, salah satu bentuk bantuan 
hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu 
dalam beracara perdata adalah: diperbolehkannya untuk mengajukan 
perkara perdata tanpa biaya perkara (prodeo).
8
 
                                                          
       
7
 M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 2004, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 37. 
       
8
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Dengan mengajukan perkara secara cuma-cuma sebagaimana 
prosedurnya, masyarakat akan ringan dalam melakukan proses berperkara, 
masyarakat akan terbantu dan tidak menambah beban keluarganya. 
Meskipun demikian masyarakat terkadang enggan untuk menggunakan 
perkara prodeo tersebut. Melihat kondisi ekonomi masyarakat Wonogiri 
dalam kehidupan sehari-hari terkadang masih harus meminjam untuk 
memenuhi kebutuhan hidup, namun dalam proses berperkara justru 
masyarakat tidak mau memperlihatkan kondisi yang sebenarnya yang 
kemudian pada akhirnya menambah beban dikehidupan keluarganya. 
Dalam pasal 56 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman  dan pasal 60 B Undang-Undang No 50 Tahun 
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa “setiap orang yang 
tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara 
menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.9 
Selain dalam Undang-Undang bentuk bantuan hukum atau fasilitas 
yang dalam hal ini berperkara secara prodeo juga disebut dalam Ditjen 
Badilag (Direktur Jendral Badan Peradilan Agama) yang menetapkan  
bentuk bantuan hukum atau fasilitas yang dalam hal ini berperkara secara 
prodeo juga disebut dalam Ditjen Badilag (Direktur Jendral Badan 
Peradilan Agama) yang menetapkan justice for all pada tahun 2011. 
                                                          
       
9
 Nisfatul Laili, “Pendapat Hakim Dan Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan 
Agama Wonogiri Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Tahun 2012”, Skripsi, Fakultas 
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Dengan program justice for all Badilag bermaksud memberikan akses 
yang lebih luas kepada masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan 
keadilan melalui pengadilan agama. Program-program tersebut 
diimplementasikan dalam wujud perkara prodeo, sidang keliling, dan 
bantuan hukum.
10
 
Dalam hukum acara perdata terdapat pengecualian bagi yang miskin 
dapat mengajukan perkara prodeo dengan melampirkan Surat Keterangan 
Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah. Namun 
anggaran yang disiapkan oleh negara dalam anggaran DIPA (Daftar Isian 
Pengeluaran Anggaran) Pengadilan Agama Wonogiri kurang memadai 
sehingga setiap tahunnya hanyalah 10 perkara. Hal ini tentu tidak 
sebanding dengan jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama 
Wonogiri untuk setiap tahunnya. 
Di Pengadilan Agama Wonogiri dalam pembiayaan perkara dengan 
prodeo menggunakan dana DIPA dari pemerintah yang setiap tahunnya 
sejumlah Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 10 
perkara dalam rentang waktu satu tahun. 
Berdasarkan data yang didapat dari Pengadilan Agama Wonogiri 
terhitung dari tahun 2014-2017, terdapat 2 perkara di tahun 2014 dalam 
pemanfaatan perkara prodeo, pada tahun 2015 tidak terdapat atau tidak ada 
pemanfaatan perkara prodeo. Pada tahun 2016 juga tidak terdapat 
                                                          
       
10
 Nafiul Falah, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan 
Agama Wonogiri (Ditinjau Dari SK TUADA ULDILAG Nomor: 01/SK/TUADA-
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Agama)”, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2017, hlm. 3. 
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penggunaan perkara prodeo, dan terakhir untuk tahun 2017 penggunaan 
perkara prodeo sebanyak 10 perkara.
11
 
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan sensus jumlah 
penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2017 sebanyak 
123.04 jiwa dari 951.975 jiwa.
12
 Dari data BPS yang menyatakan 
penduduk Wonogiri yang dapat dikatakan banyak masyarakat yang kurang 
mampu dalam hal ekonomi maka juga tidak sedikit masyarakat yang 
berperkara kurang mampu dalam pembiayaan. 
Secara geografis Wonogiri termasuk daerah tertinggal di Jawa Tengah 
dengan jumlah penduduk 1.350.666 pada tahun 2009. Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Wonogiri berjumlah Rp 63 miliar di Wonogiri terdapat 
80.032 kepala keluarga (KK) penerima bantuan raskin ditahun 2009.
13
 
Menghadapi situasi sosial seperti ini, maka perlu adanya strategi 
perubahan hukum dimana harus dimulai dari bawah ke atas, bukan dari 
atas ke bawah. Hukum juga harus bersentuhan pada kebutuhan masyarakat 
yang kurang mampu, dalam arti tidak semata-mata membebaskan mereka 
keterangan hukum tetapi justru memperkuat dan menjadikan mereka 
sebagai masyarakat yang menentukan masa depan mereka sesuai dengan 
misi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui 
kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan 
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kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang 
berkualitas, etis, dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat serata mampu 
menjawab panggilan pelayan publik. 
Dalam rentang waktu tahun 2014-2017 berdasarkan data di atas 
pemanfaatan perkara prodeo tidak selalu digunakan hal ini yang 
menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui pemanfaatan fasilitas 
tersebut disebabkan karena faktor apa saja yang terjadi dan apa yang 
menjadi pertimbangan atau dasar hakim untuk menerima atau menolak 
seseorang yang mengajukan perkara prodeo. Oleh sebab itu dalam 
penelitian ini dipilih judul “Praktik Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama 
Wonogiri (Tahun 2014-2017)”, guna meneliti kesenjangan yang terdapat 
dalam pemanfaatan perkara prodeo di Pengadilan Agama Wonogiri. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan seseorang 
untuk dikabulkan atau ditolak menggunakan perkara prodeo ? 
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya praktik perkara prodeo 
di Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun 2014-2017? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang dicapai, dengan 
berdasarkan rumusan permasalahan yang dirangkai. Diantara tujuan 
penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui cara hakim di Pengadilan Agama Wonogiri 
dalam menentukan seseorang dikabulkan atau ditolak 
menggunakan perkara prodeo. 
2. Untuk mengetahui faktor atau kendala dalam praktik perkara 
prodeo di Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun 2014-2017. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian yang dibuat harus memberikan manfaat, berharap manfaat 
yang diperoleh yaitu: 
1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai 
konstribusi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya 
dalam bidang hukum yang berkaitan dengan hukum acara peradilan 
agama berkenaan penggunaan perkara prodeo di Pengadilan Agama 
Wonogiri  dan ditinjau dari efektivitas hukumnya. Selain itu dapat 
memperkaya teori kepustakaan hukum atau referensi untuk bahan 
diskusi bagi para mahasiswa fakultas syariah maupun masyarakat. 
2. Secara praktis, bagi Pengadilan Agama Wonogiri penelitian itu 
bermanfaat untuk kelangsungan fasilitas berperkara prodeo, dan bagi 
masyarakat dengan adanya perkara prodeo dapat membantu 
masyarakat yang tidak mampu dalam menjalankan proses 
berperkara. 
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3. Bagi penulis, penelitian ini sebagai pelaksanaan tugas akademik 
yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar 
Sarjana Hukum di Fakultas Syariah IAIN Surakarta. 
 
E. Kerangka Teori 
Salah satu asas-asas hukum perdata yaitu pengenaan biaya saat 
beracara. Biaya ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan 
pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Bagi mereka yang tidak 
mampu untuk membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara 
cuma-cuma (prodeo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari 
pembayaran biaya perkara.
14
 Aturan yang mengatur mengenai perkara 
prodeo sebagai berikut: 
1. Pasal 237 HIR (Herzein Inslandsch Reglement) 
Pada pasal tentang izin untuk berperkara dengan tak berbiaya, yaitu 
Orang-orang yang demikian, yang sebagai penggugat, atau sebagai 
tergugat hendak berperkara akan tetapi tidak mampu membayar biaya 
perkara dapat diberikan izin untuk berperkara dengan tak berbiaya. 
Penjelasan: pasal 237 sampai dengan pasal 245 mengatur tentang 
kemungkinan untuk berperkara dengan tidak membayar biaya bagi 
orang yang tidak mampu, syarat-syarat dan cara-caranya berperkara 
itu.  Adapun mereka yang tidak mampu diberi izin untuk berperkara 
dengan tidak membayar biaya itu sebabnya yaitu oleh karena dalam 
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suatu negara yang beradab harus juga diberikan kesempatan kepada 
mereka itu untuk dapat mencari keadilan pada hakim. Sebagai akibat 
dari izin berperkara dengan cuma-cuma itu ialah tidak diminta biaya 
administrasi kepaniteraan dan juga tidak akan ditarik pembayaran 
upah juru sita. 
Apabila yang meminta izin itu penggugat, maka permohonan itu 
harus diajukan pada waktu ia memasukkan surat gugatannya atau pada 
waktu ia mengajukan gugatannya dengan lisan, sedangkan apabila 
yang memohon untuk diperkenankan berperkara dengan cuma-cuma 
itu orang yang digugat, maka permintaan itu harus diajukan pada 
waktu ia menjawab gugatan itu.
15
 
2. Pasal 273 Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) 
Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya 
perkara diizinkan berperkara tanpa biaya. Dan dilanjut pada pasal 274 
yakni: 
a. Jika yang memohon adalah penggugat, maka ia mengajukan 
permohonan itu pada waktu mengajukan gugatan tertulis atau lisan; 
b. Jika yang memohon adalah tergugat, maka permohonan itu 
diajukan bersama dengan jawabannya di hadapan sidang jika belum 
diajukan sebelumnya, asal sebelum ada jawaban atas haknya; 
c. Permohonan dalam dua hal itu harus disertai bukti tertulis tentang 
tidak mampunya yang dikeluarkan oleh kepata polisi di tempat 
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tinggal pemohon, yang memuat keterangan pejabat itu bahwa yang 
bersangkutan setelah diadakan pemeriksaan ternyata memang tidak 
mapu untuk membayar. (Rv. 875; IR. 238.); 
d. Jika bukti tertulis tidak dapat diajukan, maka pengadilan negeri 
bebas untuk meyakinkan diri tentang kemiskinan pemohon yang 
bersangkutan dengan jalan keterangan-keterangan dan atau dengan 
cara lain.
16
 
3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 
Layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung 
proses biaya berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan 
Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang 
yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-
cuma. Adapun prosedur pengajuannya diantara lain melampirkan: 
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh 
Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat; 
b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin 
(KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu 
Indonesia Sehat (KIS), Kartu Bantuan Langsung tunai (BLT), 
ataupun dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk 
miskin dalam basis data terpatu pemerintah atau instansi; 
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c. Surat keterangan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani 
pemohon diketahui oleh ketua pengadilan.
17
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Pertama, skripsi dari Nisafatul Laili (Mahasiswa Fakultas Syariah 
IAIN Surakarta, yang lulus pada tahun 2013) dengan judul “Pendapat 
Hakim dan Para Pihak Yang Berperkara di Pengadilan Agama Wonogiri 
Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling”, dalam penelitian ini menjelaskan 
tentang pendapat hakim mengenai sidang keliling yang dilakukan 
Pengadilan Agama Wonogiri dan terkait apakah hukum acara dalam 
sidang keliling sama dengan hukum acara dalam peradilan agama. 
Penelitian ini tidak memfokuskan pada adanya keringanan atau fasilitas 
yang dapat membantu masyarakat yang tidak mampu (perkara prodeo) 
dalam berperkara. 
Kedua, skripsi dari Nafiul Falah (Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta, yang lulus tahun 2017) dengan judul “Analisis Terhadap 
Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Wonogiri (Ditinjau 
Dari SK TUADA ULDILAG Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan 
Agama”, penelitian ini hanya memfokuskan tentang proses pelaksanaan 
sidang keliling di Pengadilan Agama Wonogiri dan kesesuaian antara 
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pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Wonogiri dengan SK 
TUADA ULDILAG No: 01/SK/TUADA-AG/I/2013, yang di dalamnya 
menjelaskan bahwa dalam berperkara masyarakat yang tidak mampu dapat 
diringankan beban biaya berperkaranya karena adanya sidang keliling 
yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Wonogiri. 
Ketiga, skripsi yang ditulis Muchamad Arifin (Mahasiswa Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang lulus tahun 
2011), yang berkenaan dengan perkara prodeo, dengan judul 
“Penyelesaian Perkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Jakarta 
Barat (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 085/Pdt.G/2010/Pengadilan 
Agama Jakarta Barat)”, secara spesifikasi belum mengungkapkan 
penyebab khusus dalam pemanfaatan perkara prodeo ini. Oleh karena itu 
berbeda dengan judul yang diangkat oleh penulis. Muchamad Arifin 
menuliskan penyebab dan kendala penggunaan perkara prodeo di Jakarta 
Barat, sedangkan keadaan masyarakat yang berbeda dengan mayoritas 
mereka lebih mampu dalam perekonomiannya dibanding dengan 
masyarakarat Wonogiri. 
Oleh karena itu dari ketiga skripsi yang mengenai tentang perkara 
prodeo karena permasalahan yang diangkat berbeda maka penulis 
mengambil permasalahan tersebut untuk dijadikan sebuah penelitian. 
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G. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitianjenis 
lapangan. Penelitian ini bersifat kualitatif. 
Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk  
memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia atau gejala-gejala 
lainnya.
18
 
2. Tempat Penelitian 
Adapun tempat penelitiannya adalah di Pengadilan Agama Wonogiri, 
yang beralamat Jl. Pemuda 1, Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kabupaten 
Wonogiri, Jawa Tengah 57612. E-mail Kantor: pa.wonogiri@yahoo.co.id. 
Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Wonogiri karena 
peneliti ingin mengetahui tentang perkara prodeo dari anggaran DIPA 
untuk setiap tahunnya dari tahun 2014-2017. 
3. Metode Pendekatan 
Penelitian ini dilakukan dan ditunjukan pada praktik pelaksanaan 
hukum (law in action) terhadap peraturan perundang-undangan tertulis 
serta praktiknya dan dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia 
(law in the books), maka metode pendekatannya dengan mendeskripsikan 
peristiwa yang menjadi titik fokus penelitian. 
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4. Sumber Data  
Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu:  
a. Data Primer  
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 
langsung dari keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang di 
obyek penelitian, yaitu: ketua pengadilan dan wakil ketua pengadilan 
yang menangani proses perkara prodeo di Pengadilan Agama Wonogiri 
yang menjadi lokasi penelitian. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh 
dari lokasi penelitian, melainkan diperoleh dari suatu kepustakaan, 
buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Sehingga sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data 
yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat 
mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam 
penelitian ini adalah berkas-berkas perkara, buku-buku, dokumen-
dokumen, HIR/RBg, direktori putusan, KUH perdata dan peraturan 
perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti dalam penelitian ini.  
5. Teknik Pengumpulan Data 
Berdasarkan sumber data di atas, maka metode pengumpulan data yang 
digunakan yaitu: wawancara (Interview) yakni dengan teknik ini peneliti 
menggunakan tanya jawab secara lisan dan  berpedoman pada daftar 
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pertanyaan dengan hakim ketua majelis atau hakim anggota Pengadilan 
Agama Wonogiri. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara 
secara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan 
daftar pertanyaan sebagai pedoman. 
Selain dengan wawancara, penelitian dilakukan dengan cara 
pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Dalam hal ini peneliti 
membaca, mengkaji, dengan mempelajari literatur dan dokumen yang erat 
kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti. Dengan melakukan 
observasi di Pengadilan Agama Wonogiri sebagai bahan utama untuk 
penelitian. 
6. Teknik Analisa Data  
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang  diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-
bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 
diinformasikan kepada orang lain. Dalam menganalisis data, penulis 
menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu 
analisis data dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari 
hasil penelitian. 
 
H. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah memahami skripsi ini maka penyusun menyusun 
sistematikanya sebagai berikut : 
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Bab pertama, berupa pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah 
yang memuat alasan mengapa penelitian dibuat, rumusan masalah yang akan 
dikaji dari penelitian ini, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang dapat 
membantu untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini, kemudian 
tinjauan pustaka sebagai ukuran penguasaan literatur dalam pembahasan dan 
penguraian masalah, kerangka teori dan metode penelitian yang dapat 
mempermudah peneliti untuk membahas masalah, serta sistematika pembahsan 
agar pembahasan mudah dipahami. 
Bab kedua, berupa tinjauan teori mengenai prodeo, diantaranya yang akan  
membahas mengenai syarat-syarat mengajukan prodeo, prosedur pengajuan 
prodeo, dan pertimbangan hakim mengenai standar penentuan diterima atau 
ditolak menggunakan perkara prodeo. 
Bab ketiga, berupa hal-hal umum mengenai data deskripsi penelitian. Data 
yang diperoleh dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Wonogiri. Pertama 
gambaran umum tentang Pengadilan Agama Wonogiri tentang keadaan 
geografis, wilayah hukum, sejarah Pengadilan agama Wonogiri, visi dan misi, 
struktur organisasi Pengadilan Agama Wonogiri, prosedur pelaksanaan sidang, 
dan proses pelaksanaan sidang di Pengadilan Agama Wonogiri. Kedua, tentang 
perkara prodeo di Pengadilan Agama Wonogiri, dan pemaparan data dari hasil 
penelitian di Pengadilan Agama Wonogiri mengenai tentang perkara prodeo. 
Bab keempat, berisi analisis data yang berupa tinjauan umum praktik 
perkara prodeo di Pengadilan Agama Wonogiri dan penyelesaian perkaranya. 
Diharapkan dari analisis data ini semua permasalahan bisa terjawab. 
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Bab kelima,  merupakan penutup berupa kesimpulan hasil penelitian atau 
jawaban dari pokok masalah yang ada dalam bab pertama dan saran-saran yang 
diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam penyelesaian perkara prodeo. 
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BAB II 
PRAKTIK PERKARA PRODEO DAN PERTIMBANGAN HAKIM 
 
A. PERKARA PRODEO 
Prodeo adalah karena Allah, cuma-cuma, gratis.
19
 Menurut kamus ilmiah 
prodeo memiliki arti “cuma-cuma; gratis”, yaitu satu jenis bantuan hukum bagi 
masyarakat Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi, bantuan hukum yang 
lain yaitu bantuan hukum melalui advokat dan sidang keliling.
20
 Salah satu asas 
hukum acara perdata yaitu beracara dengan biaya. Biaya ini meliputi biaya 
kepaniteraan, biaya untuk panggilan pemberitahuan para pihak, dan biaya 
materai. Bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat 
mengajukan biaya secara cuma-cuma (prodeo) dengan mendapatkan izin untuk 
dibebaskan dari pembayaran biaya perkara.
21
 
Hal ini dijelaskan dalam pasal 237 HIR dan 273 RBg yang berbunyi: 
“Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat 
diizinkan untuk berperkara tanpa biaya”.22 Beracara secara prodeo adalah 
berperkara secara cuma-cuma atau tanpa biaya di pengadilan.
23
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Rineka, 2004), hlm. 13. 
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Dalam berperkara secara cuma-cuma seseorang harus membuktikan dengan 
menunjukkan surat keterangan tidak mampu. 
Permohonan perkara secara prodeo dapat dikabulkan apabila: 
a. Terbukti bahwa ia benar-benar tidak mampu dibuktikan dengan surat 
keterangan tidak mampu yang dikuatkan oleh saksi-saksi; 
b. Pihak lawan/tergugat tidak keberatan atas permohonan tersebut. 
Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 
2014 dimana dalam Peraturan tersebut Pemberian bantuan atau layanan hukum 
bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi: 
1) Pembebasan biaya perkara (prodeo) dimana negara menanggung biaya 
proses berperkara di pengadilan sehingga masyarakat miskin atau 
kurang mampu dapat berperkara secara gratis atau cuma-cuma 
2) Sidang di luar gedung pengadilan yang dilaksanakan secara tetap dan 
berkala yang di laksanakan di suatu tempat yang masih berada di dalam 
wilayah hukumnya tetapi berada di luar kedudukan gedung pengadilan 
atau dalam bentuk sidang keliling. 
3) Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang di bentuk dan berada di setiap 
pengadilan tingkat pertama untuk memberikan bantuan hukum bagi 
masyarakat pencari keadian berupa pemberian layanan informasi, 
konsultasi, serta dalam membuat dokumen hukum yang diperlukan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. 
Dalam hal pembebasan biaya perkara (prodeo) berlaku pada tingkat 
pertama, banding, kasasi, sampai peninjauan kembali (PK), dan yang dimaksud 
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bebas biaya perkara dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 ini adalah negara 
menanggung biaya proses berperkara di pegadilan hingga setiap orang atau 
kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara di 
pengadilan secara cuma-cuma.
24
 
Adapun Dasar-Dasar Hukum Perkara Prodeo sebagai berikut: 
a. Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang diberlakukan untuk Jawa dan 
Madura terdapat pada pasal 237-242 yang bunyinya sebagai berikut : 
Pasal 237, orang-orang yang demikian, yang sebagai penggugat, atau 
tergugat hendak berperkara akan tetapi tidak mampu membayar biaya 
perkara, dapat di berikan izin untuk berperkara dengan tak berbiaya. 
Pasal 238, ayat (1) Apabila penggugat menghendaki izin itu, maka ia 
memajukan permintaan untuk itu pada waktu memasukkan surat gugatan, 
atau pada waktu ia memajukan gugatannya dengan lisan, sebagaimana 
diatur pada pasal 118 dan 120. Menurut pasal 238 ayat (1) HIR, jika yang 
mengajukan permintaan ijin adalah penggugat, maka diajukan pada saat 
mnyampaikan gugatan, permintaan dapat langsung dimasukan dalam surat 
gugatan atau dalam surat tersediri, dapat juga di ajukan dengan lisan, 
berdasarkan pasal 120 HIR. 
Ayat (2), Apabila izin dikehendaki oleh tergugat, maka izin itu diminta 
pada waktu itu memasukkan jawabnya yang dimaksudkan pada pasal 121. 
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Pasal 239, Pada hari menghadap ke muka pengadilan, maka pertama sekali 
diputuskan oleh pengadilan apakah permintaan akan berperkara dengan 
tak berbiaya dapat dikabulkan atau tidak. Pengadilan juga dapat menolak 
permintaan tersebut dengan berbagai alasan, salah satu sebab yang sering 
dijadikan alasan untuk menolak permintaan tersebut yaitu karena 
jabatannya. 
Pasal 240, Balai harta peninggalan dapat diizinkan juga dengan cara 
serupa di atas untuk berperkara dengan tak berbiaya, baik sebagai 
penggugat, maupun sebagai tergugat, dengan tidak usah menunjukkan 
surat tidak mampu, jika harta benda yang dipertahankannya itu atau harta 
benda orang yang di wakilinya itu pada waktu berperkara tidak mencukupi 
akan membayar biaya perkara, yang ditaksir dan akan dibayar itu. 
Pasal 241, Keputusan pengadilan tentang izin akan berperkara dengan tak 
berbiaya, tidak dapat dibanding, dan tidak dapat ditundukkan dengan 
aturan yang lain. 
Pasal 242 ayat (1), Permintaan supaya berperkara dengan tak berbiaya di 
dalam bandingan, harus dimajukan dengan memberikan keterangan tidak 
mampu dengan lisan atau tulisan, sebagai dimaksud di dalam ayat tiga dari 
pasal 238, kepada panitera pengadilan negeri yang memutuskan perkara 
itu pada tingkat pertama oleh orang yang hendak membanding dalam 
tempo 14 hari sesudah tanggal keputusan atau sesudah diberitahukan. 
Menurut pasal 179 oleh pihak yang lain dalam tempo 14 hari sesudah 
diberitahukan tentang bandingan ataupun sesudah pemberitahuan pada 
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ayat terakhir yang dimaksud dalam pasal ini. Ayat (2), Permintaan itu 
dicatat oleh panitera dalam daftar yang tersebut pada pasal 191. 
Ayat (3) Ketua menyuruh memberitahukan permintaan itu, dalam 
tempo empat belas hari sesudah dituliskan, pada fihak lawan dan 
menyuruh memanggil kedua belah fihak supaya datang menghadapnya.   
b. Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Pasal 273-277 
diberlakukan untuk daerah selain Jawa dan Madura sebagai berikut :  
Pasal 273, penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar 
biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.  
Pasal 274 ayat (1) , jika yang memohon adalah penggugat, maka ia 
mengajukan permohonan itu pada waktu mengajukan gugatan tertulis 
seperti diatur dalam pasal 142 dan 144. Ayat (2), Jika yang memohon 
adalah tergugat, maka permohonan itu diajukan bersama jawabannya 
seperti diatur dalam pasal 145 atau di hadapan sidang jika belum 
diajukan sebelumnya, asal sebelum ada jawaban atas haknya.  Ayat 
(3), Permohonan dalam dua hal itu harus disertai bukti tertulis tentang 
tidak mempunyai yang dikeluarkan oleh kepala polisi di tempat 
tinggal pemohon, yang membuat keterangan pejabat itu bahwa yang 
bersangkutan telah diadakan pemeriksaan ternyata memang tidak 
mampu untuk membayar. Ayat (4), Jika bukti tertulis tidak dapat di 
ajukan, maka pengadilan bebas untuk meyakinkan diri tentang 
kemiskinan pemohon yang bersangkutan dengan jalan keterangan-
keterangan lisan atau dengan cara lain. Cara lain disini dapat berupa 
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keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan 
yang mana saksi-saksi ini mengetahui dengan jelas tentang kondisi 
dari pemohon apakah ia benar-benar tidak mampu, atau ia adalah 
orang yang mampu. 
Pasal 275 ayat (1), pada hari persidangan, maka pertama-tama 
ditetapkan apakah permohonan untuk berperkara tanpa biaya di 
kabulkan atau tidak. Ayat (2), Pihak lawan dapat menentang 
diterimanya izin berperkara itu, baik mula-mula dengan membuktikan 
bahwa gugatan atau pembelaan lawannya itu sama sekali tidak 
beralasan maupun dengan menunjukan bahwa ia sebenarnya mampu 
membayar biaya perkara. Ayat (3), Pengadilan dapat atas dasar salah 
satu alasan itu juga, karena jabatan dapat menolak permohonan itu. 
Pasal 276 ayat (1), balai harta dan balai budel, tanpa mengajukan 
tanda surat keterangan tidak mampu sebagai penggugat atau tergugat, 
diperbolehkan berperkara tanpa biaya jika budel yang diurusnya atau 
kekayaan orang yang diwakilinya pada waktu perkara dijalankan 
diperkirakan tidak akan mencukupi untuk membayar biaya perkara. 
Ayat (2), Mereka pada waktu mengajukan permohonan untuk 
berperkara tanpa biaya secara singkat memperlihatkan kekayaan itu 
kepada hakim. 
Pasal 277, penetapan pengadilan yang mengijinkan untuk berperkara 
tanpa biaya tidak dapat dimohonkan banding atau upaya hukum lain. 
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c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, yaitu pasal 56 ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap orang 
yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, dan 
Ayat (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan 
yang tidak mampu. Ayat (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan 
tatacara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana 
dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah. 
d. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. 
Pasal 1 ayat (1) bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan 
oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima 
bantuan hukum, ayat (2) penerima bantuan hukum adalah orang atau 
kelompok orang miskin. 
e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu 
di Pengadilan pasal 1 ayat (1), pemberian layanan hukum bagi 
masyarakat tidak mampu meliputi layanan pembebasan biaya perkara, 
sidang di luar gedung pengadilan, dan posbakum pengadilan di 
lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata 
usaha negara. Ayat (2), layanan pembebasan biaya perkara berlaku 
pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan 
kembali, sementara sidang di luar pengadilan dan posbakum hanya 
berlaku pada tingkat pertama. Ayat (6), layanan pembebasan biaya 
perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di 
  
27 
 
pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak 
mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Pasal 4 
ayat (1), setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu 
secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya 
perkara. 
Adapun macam-macam prodeo, diantaranya sebagai berikut : 
Sesuai  SEMA pasal 1 ayat 12 yang berbunyi “anggaran bantuan 
hukum adalah alokasi anggaran negara yang berada dilingkup 
Peradilan Umum yang dibiayai oleh Mahkamah Agung melalui DIPA 
Bantuan Hukum Direktorat enderal Badan Peradilan Umum yang 
dialokasikan kepada pengadilan.”25 Sesuai dengan anggarannya pada 
DIPA maka prodeo dibagi menjadi dua macam, yaitu : 
1. Prodeo DIPA 
Prodeo DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah biaya 
untuk berperkara secara cuma-cuma (gratis) ditanggung oleh 
negara atau semua biaya yang dikeluarkan untuk yang tidak 
mampu sudah ada dari anggaran DIPA. 
2. Prodeo murni 
Prodeo murni adalah biaya perkara dari pemohon tetap gratis 
dan tidak ada anggaran dari negara karena kuota prodeo telah 
habis, sehingga untuk pelaksaan prodeo murni dilaksanakan suka 
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rela oleh pegawai yang bertugas di pengadilan.
26
 Bahkan untuk 
surat panggilan yang menjadi tugas juru sita atau juru sita 
pengganti tidak mendapat bayaran. 
 
B. SYARAT-SYARAT PRODEO 
Perkara prodeo adalah bentuk bantuan hukum dari pemerintah dari 
anggaran DIPA yang digunakan untuk masyarakat yang tidak mampu secara 
ekonomis dalam berperkara diperadilan. 
1. Pengajuan perkara prodeo dicantumkan dalam surat gugatan atau 
permohonan.
27
 Yang mana surat gugatan melampirkan syarat-syarat 
sebagai berikut: 
a. Surat gugatan/permohonan ditujukan pada Ketua Pengadilan melalui 
kepaniteraan pengadilan yaitu pada petugas meja I.  
b. Surat gugatan/permohonan memuat identitas penggugat/tergugat atau 
pemohon/termohon. 
c. Surat gugatan/permohonan memuat posita dan dalam posita tersebut 
dimuat apa yang menjadi landasan atau alasan dari surat 
gugatan/permohonan termasuk menjelaskan penggugat atau pemohon 
porang yang tidak mampu membayar biaya perkara (miskin secara 
ekonomi). 
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d. Surat gugatan/permohonan memuat petitum, dalam petitum ini memuat 
tuntutan pokok perkara. 
2. Melampirkan surat keterangan tidak mampu/miskin dari kelurahan/kepala 
desa/kepala ilayah yang menyatakan yang bersangkutan tidak mampu 
membayar biaya perkara dan surat keterangan Tunjangan sosial lainnya 
seperti kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan 
Masyarakat (Jamkesmas), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan 
daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang 
dikeluarkan instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan 
tidak mampu. 
3. Mengisi formulir permohonan pembebasan biaya perkara. 
4. Petugas meja I setelah menerima gugatan/permohonan dan lampiran 
formulir segera meneliti apabila sudah lengkap kemudian menuangkan 
SKUM sebesar Rp. 0,- selanjutnya diproses lebih lanjut. 
5. Berkas diteruskan pada ketua pengadilan melalui panitera, dan panitera 
sebelum meneruskannya kepada ketua pengadilan meneliti terlebih dahulu 
kelengkapan berkas dan ketersediaan anggaran dengan berkoordinasi 
dengan sekretaris pengadilan sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) 
pengadilan agama, selanjutnya panitera membuat surat pertimbangan 
mengenai layak atau tidaknya pemohon untuk di bebaskan dari biaya 
perkara. 
6. Kemudian panitera meneruskan berkas perkara tersebut kapada ketua 
pengadilan setelah menerima pertimbangan sekretaris selaku kuasa 
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pengguna anggaran dan ketua pengadilan setelah mempelajari dan 
memperhatikan surat keterangan dari panitera, kemudian membuat 
penetapan yang isinya dapat mengabulkan atau menolak permohonan 
pembebasan baiaya perkara. 
7. Surat penetapan ketua tersebut harus sudah dikeluarkan pada hari dan 
tanggal yang sama saat yang bersangkutan mengajukan permohonan 
pembebasan biaya perkara, bila pada hari dan tanggal tersebut ketua tidak 
berada di tempat maka penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh wakil 
ketua atau hakim yang ditunjuk. 
8. Berdasarkan surat penetapan ketua tersebut sekretaris selaku kuasa 
pengguna anggaran membuat surat keputusan untuk membebankan biaya 
perkara kepada anggaran negara dengan menyebutkan besaran yang 
dibebankan kepada negara tersebut. 
9. Bendahara pengeluaran dengan berdasarkan surat keputusan yang dibuat 
oleh sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran mengeluarkan/ 
menyerahkan uang sebesar yang disebutkan dalam surat keputusan 
tersebut dan menyerahkan kepada kasir dengan bukti kwitansi. 
10. Jika anggaran sudah tidak tersedia, maka administrasi tetap dibuat 
yang menyatakan anggaran tidak tersedia dan proses selanjutnya berlaku 
ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 237 RBg.  
Apabila sudah ada penetapan pembebasan biaya perkara maka sidang 
pemeriksaan perkara tersebut berlanjut dengan mengikuti administrasi 
persidangan sampai perkara tersebut diputus dimana amarnya berbunyi antara 
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lain “biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp......,- dibebankan 
kepada negara”. adapun Komponen biaya sebagai akibat dari pembebasan 
biaya perkara terdiri dari:  
a. Materai; 
b. Biaya pemanggilan para pihak; 
c. Biaya pemberitahuan isi putusan; 
d. Biaya sita jaminan; 
e. Biaya pemeriksaan setempat; 
f. Biaya saksi/ahli; 
g. Biaya eksekusi; 
h. Alat tulis kantor; 
i. Penggandaan/fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan 
dengan berkas perkara; 
j. Penggandaan salinan putusan; 
k. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke pengadilan pengaju dan para 
pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang 
perlu; 
l. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi, dan; 
m. Pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis pakai.28 
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C. PROSEDUR PENGAJUAN 
Apabila syarat-syarat sudah terpenuhi  untuk mengajukan perkara prodeo, 
maka langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan untuk mengajukan 
perkara dengan prodeo sebagai berikut : 
1. Proses Perkara Prodeo Pada Tingkat Pertama 
Pada tingkat pertama di pengadilan ada beberapa tahapan, antara lain : 
a. Beracara Bagi Pihak Penggugat 
1) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan 
agama. 
2) Gugatan diajukan ke pengadilan agama dengan ketentuan; 
a) Daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat 
b) Apabila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah 
disepakati bersama tanpa ijin tergugat, maka gugatan diajukan 
kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kediaman tergugat 
c) Apabila penggugat dan tergugat bertempat tinggal di luar negeri 
maka gugatan ditujukan ke pengadilan agama yang daerah 
hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan anatara 
penggugat dan tergugat 
3) Gugatan memuat; 
a) Identitas, yang meliputi nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat 
tinggal penggugat dan tergugat; 
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b) Posita, yaitu fakta kejadian dan fakta hukum perkaranya; 
c) Petitum, yaitu hal-hal yang dituntut berdasarkan posita 
4) Penggugat/pemohon yang mengajukan perkara dengan prodeo maka 
harus mengajukan permohonan perkara prodeo kepada majelis hakim, 
dengan ketentuan; 
a) Permohonan perkara prodeo ditulis menjadi satu dalam surat 
gugatan/permohonan 
b) Menyebutkan alasan-alasan untuk berperkara menggunakan prodeo 
c) Memberi ijin kepada penggugat/pemohon untuk berperkara secara 
cuma-cuma (dalam petitum) 
d) Membebaskan penggugat/pemohon dari segala biaya perkara 
5) Penggugat/pemohon mengajukan gugatan/permohonan ke pengadilan 
agama melalui meja I, kemudian pengadilan tingkat pertama akan 
mengeluarkan kwitansi SKUM (Surat Kuasa Untuk membayar) sebesar 
Rp. 0,00 (nol rupiah).
29
 
b. Beracara Bagi Tergugat dengan Perkara Prodeo 
Untuk pihak tergugat yang akan mengajukan perkara dengan prodeo, 
langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut : 
1) Di dalam persidangan, tergugat yang menggunakan perkara dengan 
prodeo maka dengan menyampaikan jawaban bersamaan dengan 
menjawab gugatan penggugat/pemohon. 
                                                          
       
29
 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Prosedur dan 
Proses Berperkara di Pengadilan Agama, 2017. 
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2) Apabila tergugat dikabulkan menggunaka perkara prodeo mdan dalam 
perkara tergugat dikalahkan maka tergugat dibebaskan dari pembayaran 
biaya perkara. 
3) Biaya perkara dibebankan kepada negara dengan cara menyerahkan 
salinan amar putusan oleh majelis hakim kepada kuasa pengguna 
anggaran dan diteruskan kepada kasir. 
4) Kasir mengembalikan sejumlah uang yang disetor penggugat/pemohon 
kepadanya dan menerima uang yang disetor oleh KPA sebagai 
gantinya, dan dicatatkan semua dalam buku keuangan.
30
 
2. Proses Perkara Prodeo Di Tingkat Banding 
Proses beracara perkara secara prodeo pada tingkat banding harus 
mengajukan syarat-syarat kembali untuk menggunakan prodeo, karena tidak 
bisa dilanjutkan dari tingkat pertama, jadi harus melakukan tahapan sebagai 
berikut : 
a. Permohonan perkara prodeo di tingkat banding dapat diajukan secara 
tertulis ataupun lisan melalui panitera pengadilan agama tingkat pertama. 
b. Setelah permohonan banding dikabulkan dengan menggunakan prodeo, 
oleh ketua pengadilan agama menunjuk majelis hakim untuk sidang 
memriksa permohonan yang diajukan tersebut. 
c. Hasil pemeriksaan akan dicantumkan dalam berita acara persidangan yang 
ditanda tangani oleh ketua majelis hakim dan panitera yang mengikuti 
persidangan.
31
 
                                                          
30
 Mahkamah Agung,... Pasal 6. 
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d. Panitera akan mengirimkan berita acara pemeriksaan permohonan bersama 
dengan permohonan dan salinan putusan dari pengadilan agama ke 
pengadilan tinggi agama. 
e. Salinan putusan mengenai permohonan penggugat akan dikirim kepada 
pemohon setelah adanya penetapan dari pengadilan tinggi agama tentang 
ijin menggunakan perkara dengan prodeo. 
f. Kemudian pengadilan tinggi agama mengeluarkan penetapan yang isinya 
mengenai dikabulkan atau ditolak permohonan perkara dengan prodeo 
tersebut. 
g. Apabila PTA (Pengadilan Tinggi Agama) menolak permohonan ijin 
perkara dengan prodeo maka pembanding akan diberi waktu 14 hari untuk 
membayar perkara penetapan PTA tersebut diterima pembanding. 
h. Apabila pemohonan dikabulkan dengan perkara menggunakan prodeo 
maka salinan amar putusan penetapan PTA diserahkan kepada KPA PTA 
untuk diteruskan kepada bendahara dengan mengeluarkan sejumlah uang 
guna pembayaran panjar perkara di pengadilan. 
i. Setelah perkara dibayar, pengadilan agama mengirimkan berkas tersebut 
ke PTA untuk diproses sebagaimana mestinya. 
j. Kasir wajib mengembalikan kelebihan biaya perkara kepada kas negara 
dalam pembiayaan perkara prodeo. 
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 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan 
Agama, (Jakarta: Pranada Media, 2005), hlm. 64. 
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k. Apabila biaya perkara yang digunakan kurang, majelis hakim dapat 
memerintahkan kepada KPA pada PTA untuk mengeluarkan biaya perkara 
yang diperlukan.
32
 
3. Proses Beracara Perkara Prodeo di Tingkat Kasasi 
Proses beracara perkara dengan prodeo ditingkat kasasi prosedurnya sama 
dengan proses beracara perkara dengan prodeo ditingkat banding. Prosedurnya 
sebagai berikut : 
a. Permohonan perkara secara prodeo ditulis menjadi satu dalam surat 
gugatan/permohonan. 
b. Dalam permohonan disebutkan alasan-alasan untuk berperkara dengan 
prodeo. 
c. Petitum, juga mencantumkan salah satunya dengan memberi ijin kepada 
penggugat/pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma dan membebaskan 
penggugata/pemohon dari semua biaya perkara. 
d. Penggugat/pemohon mengajukan gugatan/permohonan ke pengadilan 
melalui meja I, kemudian kasir pada pengadilan tingkat pertama akan 
mengeluarkan kwitansi SKUM sebesar rp. 0,00 (nol rupiah). 
e. Setelah berkas diterima oleh ketua PA, maka ketua PA menunjuk majelis 
hakim untuk menangani perkara tersebut (PMH). 
f. Majelis hakim menetapkan hari sidang (PHS) dan memerintahkan juru sita 
untuk memanggil penggugat/pemohon dan tergugat/termohon. 
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g. Majelis hakim memerintahkan kepada KPA agar mengeluarkan biaya 
panggilan untuk masing-masing satu kali biaya panggilan yaitu 
penggugat/pemohon dan tergugat/termohon, yang selanjutnya KPA 
memerintahkan kepada bendahara untuk mengeluarkan biaya. 
h. Kemudian petugas buku induk keuangan, petugas pemegang buku jurnal 
keuangan perkara, dan petugas pemegang buku kas pembantu mencatat 
penerimaan tersebut di dalam buku masing-masing sebagai pemerimaan 
panjar biaya pertama. 
Perbedaan sebelum adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2014, yakni adanya 
persidangan yang memutuskan mengenai ditolak atau dikabulkannya 
permohonan perkara dengan prodeo, dan jika permohonan prodeo dikabulkan 
maka dilanjutkan dengan sidang kedua, proses jalannya sidang kedua ini sama 
seperti proses jalannya perkara biasa. 
Sedangkan prosedur atau mekanisme setelah terbitnya PERMA Nomor 1 
Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak 
mampu di pengadilan adalah sama seperti ketentuan diatas, tapi yang berbeda 
adalah tentang surat permohonan prodeo yang didaftarkan bersamaan dengan 
surat gugatan, meja I bertugas meneliti berkas-berkas, kemudian panitera 
memeriksa apakah layak atau tidak layak suatu permohonan perkara secara 
prodeo itu dikabulkan, jika layak maka ketua pengadilan agama membuat surat 
penetapan pembebasan biaya, kemudian dilanjutkan dengan sidang seperti 
perkara biasa. Dalam surat penetapan pembebasan biaya terdapat persyaratan 
yang dibawa oleh pemohon prodeo yakni Surat Keterangan Tidak Mampu 
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(SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah yang diketahui oleh camat 
setempat dan kartu Jaminan Kesehatan Sosial Masyarakat (Jamkesmas). 
Prosedur beracara perkara dengan prodeo dalam PERMA Nomor 1 tahun 
2014, adalah sebagai berikut : 
1. Pihak penggugat/pemohon yang hendak mengajukan perkara dengan 
prodeo, maka harus mengajukan permohonan perkara prodeo kepada 
majelis hakim dengan ketentuan :  
a. Permohonan perkara secara prodeo ditulis menjadi satu dalam surat 
gugatan/permohonan. 
b. Dalam permohonan tersebut disebutkan alasan-alasan untuk 
berperkara secara prodeo. 
2. Penggugat/pemohon mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan 
melalui Meja I, kemudian kasir pengadilan tingkat pertama akan 
mengeluarkan kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) sebesar 
Rp. 0,00 (nol rupiah). 
3. Setelah berkas perkara diterima oleh ketua Pengadilan Agama, maka ketua 
Pengadilan Agama menunjuk majlis hakim untuk menangani perkara 
tersebut Penetapan Majelis Hakim (PMH). 
4. Majelis hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan juru sita untuk 
memanggil penggugat/pemohon dan tergugat/termohon. 
5. Majelis hakim memerintahkan kepada kuasa pengguna anggaran agar 
mengeluarkan biaya panggilan masing-masing satu kali biaya panggilan 
untuk penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dalam bentuk sebuah 
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instrumen, yang selanjutnya pula kuasa pengguna anggaran/pansek 
mengeluarkan perintah kepada bendahara pengeluaran juga dalam bentuk 
sebuah instrumen. 
6. Petugas buku induk keuangan perkara, petugas/pemegang buku jurnal 
keuangan perakara, dan petugas/pemegang buku kas pembantu mencatat 
penerimaan tersebut di dalam buku-buku mereka sebagai penerimaan 
panjar pertama. Pada hari sidang yang telah ditentukan, majelis hakim 
sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa 
permohonan beracara secara cuma-cuma tersebut di dalam persidangan. 
7. Apabila permohonan beracara secara prodeo terbukti dan permohonan 
tersebut dikabulkan, maka majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang 
dimuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan. 
8. Salinan amar putusan sela tersebut diserahkan oleh majelis hakim kepada 
kuasa pengguna anggaran guna pembayaran perkara oleh negara. 
9. Pansek menyerahkan salinan amar putusan itu kepada bendahara rutin 
dengan perintah agar mengeluarkan sejumlah uang panjar sebesar Rp. 
531.000.000,- (laim ratus tiga puluh satu rupiah) dikurangi jumlah uang 
yang sudah dikeluarkan sebagai biaya panggilan pertama. 
10. Dengan diterimanya uang panjar dari bendahara rutin, kasir mengeluarkan 
kwitansi SKUM sejumlah uang yang diterima. 
11. Petugas buku induk keuangan perkara, petugas/pemegang buku Jurnal 
keuangan perkara, dan petugas/pemegang buku kas pembantu mencatat 
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penerimaan tersebut di dalam buku-buku mereka sebagai penerimaan 
panjar kedua. 
12. Apabila permohonan prodeo tidak terbukti, majelis hakim menjatuhkan 
putusan sela yang berisi memerintahkan penggugat/pemohon untuk 
membayar biaya perkara sesuai yang ditaksir oleh meja pertama, jeda 
waktu pembayaran diberikan selama satu bulan. 
13. Apabila penggugat/pemohon membayar biaya perkara sesuai perintah 
dalam putusan sela pengadilan, kasir wajib mengembalikan uang negara 
tersebut ke negara. 
14. Setelah putusan akhir dibacakan, apabila terjadi kelebihan biaya perkara, 
kasir wajib mengembalikan kelebihan biaya perkara tersebut kepada kas 
negara. 
15. Setelah putusan akhir dibacakan, apabila biaya perkara ternyata kurang, 
majelis hakim dapat memerintahkan kepada kuasa pengguna anggaran 
untuk mengeluarkan biaya perkara tambahan yang diperlukan dengan 
menggunakan instrumen. 
16. Seluruh biaya perkara yang tercantum dalam putusan pengadilan, harus 
sama dengan biaya yang dikeluarkan negara melalui DIPA Pengadilan 
Agama.  
Biaya yang digunakan tersebut dikeluarkan oleh pengadilan agama atas 
anggaran dari DIPA dengan syarat dan ketentuannya. Semua biaya perkara 
prodeo dari tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi dibebankan 
kepada DIPA pengadilan agama kecuali untuk perkara prodeo murni. 
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D. PERTIMBANGAN HAKIM 
 Dalam memutuskan seseorang yang mengajukan permohonan perkara 
dengan prodeo, majelis hakim memiliki tiga aspek pertimbangan majelis hakim 
yang harus diterapkan secara proposional, yaitu : 
1. Dasar Pertimbangan Yuridis 
 Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan 
berpatokan dengan undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator 
undang-undang harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan 
dengan perkara yang sedang dihadapi.
33
 Hakim harus menilai apakah undang-
undang tersebut adil, ada manfaatnya, dan memberikan kepastian hukum jika 
ditegakkan karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan. 
2. Dasar Pertimbangan Sosiologis 
Dalam aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai-nilai budaya yang 
hidup dalam masyarakat, penerapannya sangat membutuhkan pengalaman dan 
pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai 
dalam masyarakat.
34
 Jadi yang menjadi bahan pertimbangan sosiologis majelis 
hakim terkait perkara secara prodeo, yakni dengan melihat kondisi ekonomi 
para pihak yang mengajukan prodeo dan beranggapan orang miskin itu lemah 
untuk mendapatkan keadilan dan prodeo inilah sebagai aksesnya. 
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 M. Farij Alaina, “Pertimbangan Majelis Hakim,... hlm. 81. 
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 Ibid,... hlm. 85. 
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3. Dasar Pertimbangan Filosofis 
 Setiap keputusan hakim harus mempertimbangkan aspek filosofisnya 
sehingga keadilan dapat dicapai, diwujudkan dan dipertanggung jawabkan, 
meskipun bagi orang yang tidak mampu yang berperkara. 
Selain dasar pertimbangan majelis hakim yang berupa pertimbang dari 
segi yuridis, sosiologis, dan filosofis, terdapat asas-asas yang harus dipenuhi 
majelis hakim, diantaranya sebagai berikut : 
1. Asas Kepastian Hukum 
 Dalam hal ini lebih mempertahankan pada kepastian norma-norma 
hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan undang-undang 
harus ditegakkan demi kepastian hukum. Sehingga dalam situasi yang 
demikian hakim harus menentukan hukum untuk mengisi kelengkapan 
ketentuan tersebut. 
 Untuk mempertimbangkan dalam perkara prodeo telah memenuhi 
kepastian hukum, yaitu telah menggunakan peraturan-peraturan yang ada, 
yaitu HIR, RBg, dan PERMA bahwa orang yang tidak mampu membayar 
biaya perkara tetap bisa berperkara tanpa biaya atau secara cuma-cuma. 
Untuk menciptakan kepastian hukum,, majelis hakim harus berpatokan 
seperti peraturan-peraturan yang ada, dan jika sesuai prodeo akan diterima 
sebaliknya apabila tidak sesuai mak prodeo akan ditolak. 
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2. Asas Keadilan 
Pada asas ini hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup di 
dalam msyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum 
yang tidak tertulis.
35
 
Dalam hal ini berarti harus dibedakan antara rasa keadilan menurut 
individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu keadilan dari suatu 
masyarakat tertentu sama dengan rasa keadilan masyarakat yang 
lainnya. 
3. Asas Kemanfaatan 
Dalam hal ini hukum bergerak diantara dua asas keadilan dan 
kepastian hukum, sedangkan asa kemanfaatan ini lebih melihat kepada 
tujuan dan kegunaan dari hukum tersebut. 
 Dalam perkara prodeo ini majelis hakim sudah mencerminkan asas 
kemanfaatan, yaitu dengan cara menbebaskan biaya perkara untuk 
mnyelesaikan perkara tanpa membayar dan itu sangat bermanfaat dan 
efektif bagi mereka yang kurang mampu. apabila prodeonya ditolak 
maka akan menyadarkan pihak pemohon prodeo bahwa dia mampu dan 
bisa membayar biaya perkara di pengadilan. 
 
 
 
 
 
                                                          
       
35
 Ibid,... hlm 89. 
  
44 
 
BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonogiri 
1. Keadaan Geografis 
Wilayah Kabupaten Wonogiri teletak pada 7°0‟32” - 8°0‟15” Lintang 
Selatan dan garis 110°0‟41”-111°0‟18” Bujur Timur dengan batas wilayah 
sebagai berikut: Luas wilayah daerah Kabupaten Wonogiri adalah 1822,37 km
2
 
yang terbagi dalam 25 Kecamatan dan 297 Kelurahan. Secara geografis 
Kabupaten Wonogiri berada paling timur di Provinsi Jawa Tengah dengan 
batas-batas wilayah sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar 
b. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Ponorogo 
(Jawa Timur) 
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) 
d. Sebelah Barat : DIY dan Kabupaten Klaten 
Secara administratif Kabupaten Wonogiri terdiri dari 25 Kecamatan dan 
297 Desa/Kelurahan, luas wilayah 1822,37 km
2
, dengan jumlah penduduk 
sebanyak 928.904 jiwa dengan kepadatan 509,72 jiwa/km
2 
perincian 458.090 
orang laki-laki dan 484.287 orang perempuan. Dilihat
 
dari pemeluk agama, 
Islam sebagai agama mayoritas dengan jumlah
 
905.318 orang, Kristen 11.779, 
Katolik 9.735, Hindu 50, Budha 1.773 dan
 
Konghucu 4 orang. 
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Letak posisi kantor Pengadilan Agama Wonogiri, berdekatan dengan: 
Utara : Masjid Agung Wonogiri “Masjid Taqwa” 
Selatan (Depan) : Kantor Kecamatan Wonogiri 
Timur : Departemen Tenaga Kerja Wonogiri 
Barat : Alun-Alun Wonogiri 
 
2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonogiri 
Tabel 1 : Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonogiri 
No Kecamatan Radius No Kecamatan Radius 
1. Wonogiri I 14. Batuwarno II 
2. Selogiri II 15. Puhpelem II 
3. Ngadirojo II 16. Bulukerto II 
4. Wuryantoro II 17. Kismantoro II 
5. Sidoharjo II 18. Purwantoro II 
6. Manyaran II 19. Slogohimo II 
7. Eromoko II 20. Jatipurno II 
8. Girimarto II 21. Jatiroto II 
9. Jatisrono II 22. Tirtomoyo II 
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10. Nguntoronadi II 23. Karangtengah II 
11. Pracimantoro II 24. Baturetno II 
12. Giritontro II 25. Giriwoyo II 
13. Paranggupito II  
Sumber: Data Pengadilan Agama Wonogiri 
 
3. Sejarah Pengadilan Agama Wonogiri 
Pengadilan Agama Wonogiri mulai eksis bersamaan dengan lahirnya 
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Peradilan Agama dan 
Peradilan Desa. Kantor Pengadilan Agama Wonogiri pada saat itu masih 
menyewa (kontrak) salah satu rumah penduduk di Dusun Salak, Desa 
Giripurwo, Kecamatan Wonogiri atau tepatnya sebelah utara Pendopo Rumah 
Dinas Bupati Wonogiri. 
Namun dokumen pembentukan Pengadilan Agama Wonogiri hingga 
sekarang tidak ditemukan hal ini disebabkan pada tahun 1966 kantor 
Pengadilan Agama Wonogiri dilanda banjir sehingga seluruh arsip yang ada 
termasuk dokumen pembentukan Pengadilan Agama Wonogiri hilang hanyut 
dibawa air. 
Selanjutnya pada tahun 1978 kantor Pengadilan Agama Wonogiri pindah 
ke kantor baru di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 37, Kelurahan Wonokarto, 
Kecamatan Wonogiri yang dibangun atas tanah seluas 968 meter persegi 
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dengan status hak milik dengan dana DIP Departemen Agama RI, kemudian 
pada tanggal 19 Februari 2008 pindah menempati eks kantor Pengadilan 
Negeri Wonogiri (kantor lama) di jalan Pemuda No. 1 Wonogiri, Giripurwo, 
Wonogiri dengan luas tanah 2400 meter persegi yang direhab dengan 
menggunakan dana DIPA PTA Semarang Tahun Anggaran 2007, dan 
diresmikan penggunaanya oleh ketua Mahkamah Agung RI (Prof. Dr. H. Bagir 
Manan, S.H.,M.CL.) pada tanggal 19 Juni 2008 bersamaan dengan peresmian 
13 Gedung Pengadilan Agama se Jawa Tengah yang di pusatkan di Pengadilan 
Agama Mungkid, Kabupaten Magelang Jawa Tengah. 
 
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonogiri 
Pengadilan Agama Wonogiri mempunyai visi yaitu : Terwujudnya 
Pengadilan Agama Wonogiri yang mandiri, bermartabat, dan profesional dalam 
pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya. Sedangkan misi dari Pengadilan 
Agama Wonogiri yaitu : Melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara 
benar, profesional, transparan dan akuntabel; Memberikan pelayanan yudisial 
dan non yudisial secara sederhana, cepat, biaya ringan, prima dan berkualitas 
tinggi serta sesuai peraturan/hukum dan keadilan; Menyelenggarakan 
manajemen peradilan dan manajemen umum secara modern, efektif, efisien 
dan terintegrasi. 
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5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonogiri 
Tugas pokok Pengadilan Agama Kelas IB Wonogiri adalah menerima, 
memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, 
Pengadilan Agama Kelas IB Wonogiri berfungsi memberikan pelayanan bagi 
masyarakat pencari keadilan di bidang peradilan agama mengadili menurut 
hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan berusaha mengatasi segala 
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, 
cepat, dan biaya ringan. 
Pengadilan Agama Kelas IB Wonogiri dipimpin oleh seorang ketua dan 
dibantu oleh seorang wakil ketua serta hakim-hakim yang melakukan 
pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya 
peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan 
yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari pimpinan struktural dan 
pejabat peradilan lainnya. 
Tugas pokok dan fungsi pengadilan agama tersebut tentu tidak dapat 
dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi kepaniteraan maupun 
kesekretariatan, karena rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat 
berjalan dengan efektif bila memfungsikan tugas-tugas kepaniteraan mulai 
proses pendaftaran, persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan 
eksekusi serta dengan memfungsikan tugas-tugas kesekretariatan yang 
menyangkut sarana prasarana dan perlengkapan. 
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Gambar 1  
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonogiri 
 
 
6. Prosedur Pelaksanaan Sidang 
a. Tugas Pelaksana Sidang 
Tugas dari Majelis Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Wonogiri 
sebagai berikut: 
1) Hakim 
a) Tugas Pokok (yusticial); 
(1) Membantu pencari keadilan (pasal 3 ayat 2 UU no 14 tahun 
1070); 
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(2) Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 ayat 2 UU 
14 tahun 1970); 
(3) Mendamaikan para pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR, 
pasal 154 RBg); 
(4) Memimpin persidangan (pasal 15 ayat 2 UU 14 tahun 1970); 
(5) Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 184 ayat 3, pasal 
186 ayat 1 HIR); 
(6) Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 ayat 2 UU 14 
tahun 1970); 
(7) Memberikan pengayoman pada pencari keadilan (pasal 27 
ayat 1 UU 14 tahun 1970); 
(8) Mengawasi penasehat hukum. 
b) Tugas non yusticial; 
(1) Memberikan penyuluhan hukum; 
(2) Melayani riset untuk penyuluhan hukum; 
(3) Melaksanakan hisab rukyat dan mengadakan kesaksian hilal; 
c) Tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara; 
(1) Konstatiring, yaitu yang dituangkan dalam berita acara 
persidangan dan dalam duduk perkara pada putusan hakim; 
(2) Kulifisir, yaitu yang dikuasakan dalam pertimbangan hukum 
di dalam surat putusan; 
(3)  Dituangkan dalam putusan amar. 
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2) Panitera 
a) Menyelenggarakan administrasi dan mengatur tugas wakil 
panitera, panitera muda, dan panitera pengganti; 
b) Membantu hakim dengan menghadiri dan mencari jalannya 
sidang pengadilan, membuat putusan atau penetapan majelis; 
c) Menyusun berita acara persidangan; 
d) Melaksankan putusan dan penetapan pengadilan; 
e) Membuat daftar perkara yang diterima di kepaniteraan; 
f) Membuat salinan atau turunan penetapan/putusan pengadilan 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
g) Bertanggung jawab terhadap kepengurusan berkas perkara 
putusan, dokumen, akta, buku daftar biaya, uang titipan pihak 
ketiga, surat-surat bukti dan suarat lain yang disimpan di 
kepaniteraan; 
h) Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir; 
i) Membuat akta; 
j) Melegalisasi surat-surat yang akan dijadikan bukti dam 
persidangan; 
k) Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkan ke kas 
negara; 
l) Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, 
dan peninjauan kembali; 
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m) Melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan 
eksekusi yang diperintahkan oleh ketua pengadilan agama; 
n) Menerima uang btitipan pihak ketiga dan melaporkannya ke 
ketua pengadilan agama; 
o) Membuat akta cerai. 
3) Juru Sita 
a) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua 
Pengadilan Agama, Ketua sidang, dan Panitera; 
b) Menyampaikan pengumuman, teguran, dan memberitahukan 
putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan 
Undang-undang; 
c) Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan 
teliti dan melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta 
surat-suratnya yang sah bila menyita tanah; 
d) Membuat berita acara penyitaan dan salinan resminya 
diserahkan pada para pihak yang berkepentingan; 
e) Melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acara 
yang salinan resminya disampaikan pada para pihak yang 
berkepentingan; 
f) Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga 
serta membuat berita acaranya; 
g) Melaksanakan tugas di wilayah pengadilan yang bersangkutan; 
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h) Panitera karena jabatannya adalah juga pelaksana dari tugas 
kejurusitaan, tugas dan tanggung jawab serta tata kerja juru sita 
diatur dalam keputusan ketu Pengadilan Agama 
No.KMA/055/SK/X/1996 tanggal 30 Oktober 1996. 
 
7. Proses Persidangan 
a. Penerimaan Perkara 
1) Para pencari keadilan yang ingin mengajukan gugatan/permohonan, 
terlebih dahulu mendaftar di Meja Satu. Oleh petugas Meja Satu 
diterima surat gugatan/permohonan, lalu ditaksir biaya perkara 
kemudian dibuat SKUM; 
2) Setelah menerima SKUM Pencari keadilan datang ke kasir untuk 
membayar biya panjar perkara, petugas kasir menerima dan 
menandatangani SKUM lalu memberi nomor pada SKUM dan tanda 
lunas; 
3) Petugas di Meja Tiga mendaftar gugatan/permohonan lalu memberi 
nomor perkara sesuuai nomor SKUM. Setelah itu berkas perkara 
diserahkan pada Ketua PA melalui panitera/wakilnya; 
4) Berkas perkara yang telah diterima ketua PA dipelajari, kemudian 
Ketua PA membuat Penetapan Majelis Hakim; 
5) Panitera membuat penetapan panitera pengganti dan menyerahkan 
berkas pada Majelis Hakim; 
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6) Majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili 
perkara menentukan hari sidang, kemudian memerintahkan pada juru 
sita untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara. Setelah itu 
Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara; 
7) Setelah perkara diputus oleh Majelis Hakim, Meja Tiga menerima 
berkas perkara yang telah diminut oleh Majelis Hakim. Memberikan 
putusan pada para pihak yang tidak hadir lewat Juru Sita. 
b. Prosedur Pelaksanaan Persidangan di Pengadilan Agama Wonogiri 
adalah sebagai berikut ; 
1) Pertama 
a) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 RBg jo Pasal 73 
UU No. 7 Tahun 1989). 
b) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan 
agama/mahkamah syar'iah tentang tata cara membuat surat gugatan 
(Pasal 118 HIR, 142 RBg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989). 
c) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan 
petitum. Jika tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada 
perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan tergugat. 
d) Untuk perkara dengan prodeo tergugat melampirkan syarat-syarat 
yaitu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa yang 
mengetahui kecamatan; Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti 
Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan 
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Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), 
Kartu Progam Keluarga Harapan (PKH), atau dokumen lain yang 
berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu 
pemerintah atau instansi; Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat 
oleh pemohon dan ditandatangani yang diketahui oleh ketua 
pengadilan. 
2) Kedua 
a) Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama atau 
mahkamah syar‟iyah. 
b) Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah 
disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan 
kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 73 ayat 1 
UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974). 
c) Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan 
diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang 
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 
ayat 2 UU No.7 Tahun 1989). 
d) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, 
maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah 
syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan 
dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat 
(Pasal 73 ayat 3 UU No.7 Tahun 1989). 
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3) Ketiga, Permohonan tersebut memuat; 
a) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon 
dan Termohon. 
b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum). 
c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). 
4) Keempat 
Perkara dengan prodeo diajukan bersama berkas pengajuan pokok 
perkara dengan putusannya melalui putusan sela, yakni sebelum masuk 
pada pemeriksaan pokok perkara diputus dahulu oleh hakim pemohon 
tersebut dikabulkan atau ditolak untuk menggunakan prodeo. 
5) Kelima 
Pembayar biaya perkara (Pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat 4 RBg. jo 
Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat 
berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 RBg) yang 
dianggarkan dari dana DIPA yang diberikan bendahara keuangan DIPA 
kepada kasir. 
6) Keenam 
Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan 
berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar'iah (Pasal 
121, 124, dan 125 HIR, 145 RBg). 
Menanggapi permasalahan ini staf pengadilan hanya membantu 
proses pemeriksaan data kelengkapan pendaftaran, selebihnya hanya 
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membantu bagian informasi dan konsultasi. Begitupula panitera 
memeriksa perkara dan mendaftarkan sesuai urutan persidangan. 
 
B. Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Wonogiri 
Berdasarkan hasil penelitian praktik perkara prodeo di Pengadilan Agama 
Wonogiri disajikan data pada tahun 2014-2017 sebagai berikut: 
Tabel 2 : Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2014 
Bulan Perkara Prodeo 
Januari - 
Februari - 
Maret - 
April 1 
Mei 1 
Juni - 
Juli - 
Agustus - 
September - 
Oktober - 
November - 
Desember - 
                                     Jumlah                        2 
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Tabel 3 : Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2015 
Bulan Perkara Prodeo 
Januari - 
Februari - 
Maret - 
April - 
Mei - 
Juni - 
Juli - 
Agustus - 
September - 
Oktober - 
November - 
Desember - 
                                     Jumlah                         - 
 
Tabel 4 : Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2016 
Bulan Perkara Prodeo 
Januari 
- 
Februari - 
Maret - 
April - 
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Mei - 
Juni - 
Juli - 
Agustus - 
September - 
Oktober - 
November - 
Desember - 
                                  Jumlah                       - 
 
Tabel 5 : Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017 
Bulan Perkara Prodeo 
Januari 1 
Februari - 
Maret 1 
April 1 
Mei 2 
Juni - 
Juli 2 
Agustus 3 
September - 
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Oktober - 
November - 
Desember - 
Jumlah                      10 
 
C. Data Hasil Penelitian 
Berdasarkan penelitian memperoleh data dan wawancara yang dilakukan 
di Pengadilan Agama Wonogiri dapat dipaparkan sebagai berikut : 
Saat penelitian hal dilakukan di Pengadilan Agama Wonogiri adalah 
mengurus izin penelitian, izin wawancara, dan izin memperoleh data. 
Pemerolehan data dilakukan dengan menyalin data dari laporan tahun di 
Pengadilan Agama Wonogiri. Setelah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung 
(PERMA) No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum 
Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Persayaratan yang harus 
dipenuhi oleh pemohon prodeo yaitu membawa Surat Keterangan Tidak 
Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah dan diketahui oleh 
camat setempat serta membawa satu kartu tunjangan sosial lainnya seperti 
JAMKESMAS, BLT dan sejenisnya. 
Mekanisme beracara bagi pihak penggugat/pemohon yang mengajukan 
perkara prodeo adalah sebagai berikut:  
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1. Pihak penggugat/pemohon yang hendak mengajukan perkara dengan 
prodeo, maka harus mengajukan permohonan perkara prodeo kepada 
majelis hakim dengan ketentuan : 
a. Permohonan perkara secara prodeo ditulis menjadi satu dalam surat 
gugatan/permohonan. 
b. Dalam permohonan tersebut disebutkan alasan-alasan untuk 
berperkara secara prodeo. 
2. Penggugat/pemohon mengajukan gugatan/permohonan ke pengadilan 
melalui Meja I, kemudian kasir pengadilan tingkat pertama akan 
mengeluarkan kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 
sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). 
3. Setelah berkas perkara diterima oleh ketua Pengadilan Agama, maka 
ketua Pengadilan Agama menunjuk majlis hakim untuk menangani 
perkara tersebut Penetapan Majelis Hakim (PMH). 
4. Majelis hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan juru sita 
untuk memanggil penggugat/pemohon dan tergugat/termohon. 
5. Majelis hakim memerintahkan kepada kuasa pengguna anggaran agar 
mengeluarkan biaya panggilan masing-masing satu kali biaya 
panggilan untuk penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dalam 
bentuk sebuah instrumen, yang selanjutnya pula kuasa pengguna 
anggaran/pansek mengeluarkan perintah kepada bendahara 
pengeluaran juga dalam bentuk sebuah instrumen. 
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6. Petugas buku induk keuangan perkara, petugas/pemegang buku jurnal 
keuangan perakara, dan petugas/pemegang buku kas pembantu 
mencatat penerimaan tersebut di dalam buku-buku mereka sebagai 
penerimaan panjar pertama. Pada hari sidang yang telah ditentukan, 
majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu 
memeriksa permohonan beracara secara cuma-cuma tersebut di dalam 
persidangan.  
 
Ketika wawancara dengan Bapak Kusnan, S.Ag, beliau mengatakan untuk 
perkara prodeo di Pengadilan Agama Wonogiri sendiri tidak setiap tahunnya 
digunakan karena selain melihat dana anggaran dari DIPA juga masyarakat 
yang mengajukan perkara jarang menggunakan prodeo.
36
 
Di Pengadilan Agama Wonogiri dalam mengajukan perkara dengan 
prodeo tidak ada ketentuan khusus untuk menggunakan prodeo, sebagaimana 
yang ditambahkan oleh Bapak Miftahul Huda, S.H “dana untuk perkara prodeo 
disediakan dan di PA Wonogiri tidak menentukan syarat khusus sehingga 
hakim dalam mengabulkan permohonan prodeo hanya mengacu pada aturan 
hukum yang sudah ada. Itu juga merupakan fasilitas negara yang diberikan 
untuk masyarakat yang kurang mampu untuk membayar biaya perkara, jadi 
                                                          
         
36
 Kusnan, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wonogiri, Wawancara Pribadi, 21 
Agustus 2018, Pukul 10.00-11.30 WIB. 
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kita berikan sesuai kebutuhan mereka dalam berperkara.”37 Dengan syarat yang 
telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 
2014 tidak menjadikan sulit untuk mengajukan prodeo apabila seseorang yang 
berperkara tidak mampu. 
Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Kusnan, S.Ag “pengadilan 
memberikan keringanan dari anggaran yang ada bagi masyarakat yang kurang 
mampu itu meliputi untuk biaya pemanggilan para pihak, biaya materai, biaya 
dokumen yang dibutuhkan selama proses perkara berjalan, untuk foto copy 
atau percetakan dokumen yang dibutuhkan dalam berperkara, dan sampa pada 
pemberian salinan putusan setelah perkara telah diputuskan, meskipun terlihat 
kecil yang dibutuhkan tetapu bagi masyarakat sudah sangat membantu, dengan 
dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan jadi selama perkara belum 
diputus biaya akan diambilkan dari anggaran DIPA, yang selanjutkan jika sisa 
dikembalikan kepada negara melalui bendahara keuangan pemegang DIPA.”38 
Faktor yang menyebabkan ada dan tidaknya perkara dengan menggunakan 
prodeo di Pengadilan Wonogiri disebabkan karena dari masyarakat yang tidak 
mau menggunakan fasilitas tersebut. Dalam wawancara yang diutarakan oleh 
Dra Ibu Nur Habibah “sebenarnya untuk prodeo yang dari anggaran DIPA 
justru banyak sisanya untuk setiap tahunnya apabila dicek dalam laporan akhir 
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 Miftahul Huda, Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, Wawancara Pribadi, 5 Oktober 
2018, Pukul 14.30-15.40 WIB. 
       
38
  Kusnan, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wonogiri, Wawancara Pribadi, 21 
Agustus 2018, Pukul 10.00-11.30 WIB. 
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tahun, sehingga kami juga bingung bagaimana untuk menghabiskan fasilitas 
dari negara tersebut, masyarakat tidak mau menggunakan karena mereka nanti 
akan merasa bahwa dirinya benar-benar tidak mampu, tapi pada kenyataannya 
mereka memang tidak mampu. Sosialisasi mengenai penggunaan prodeo juga 
dilakukan dengan disediakannya pamflet dan brosur di depan pengadilan, 
karena kami juga tidak mencari-cari siapa yang akan menggunakan prodeo.”39 
Dari apa yang dijelaskan oleh panitera muda hukum dan hakim Pengadilan 
Agama Wonogiri dalam mengabulkan atau menolak seseorang yang 
mengajukan perkara dengan prodeo tidak memiliki kebijakan khusus dari 
hakim maupun pengadilan agama sendiri, baik untuk perkara perceraian, istbat 
nikah ataupun perkara perdata lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa yang 
tertera dalam pasal 237 HIR, pasal 273 RBg, dan PERMA No 1 Tahun 2014 
itulah yang dijalankan di Pengadilan Agama Wonogiri. Tidak ada pengecualian 
atau perbedaan dalam pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara dalam 
perkara dengan prodeo maupun dengan yang membayar seperti biasa. Hanya 
saja dalam putusan seseorang yang dikabulkan atau ditolak dalam penggunaan 
prodeo terdapat dalam putusan sela sebelum masuk pada pemeriksaan pokok 
perkara ketika sidang pertama. 
Kurangnya penggunaan fasilitas prodeo bagi masyarakat yang kurang 
mampu disebabkan karena faktor masyarakat yang mempunyai rasa khawatir 
apabila menggunakan prodeo menjadikan tidak mampu secara seutuhnya. 
                                                          
       
39
  Nur Habibah, Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, Wawancara Pribadi, 5 Oktober 2018, 
Pukul 13.20-14.10 WIB. 
  
65 
 
Meskipun dalam kehidupan sehari-hari dapat dikatakan nyata kurang mampu. 
Adanya penawaran serta sosialisasi yang berupa pamflet atau brosur dari 
pengadilan terhadap penggunaan prodeo dengan syarat yang telah ditentukan 
hanya beberapa saja yang menggunakannya dari jumlah perkara yang masuk 
dalam setiap tahunnya. 
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BAB IV 
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM 
DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN 
PERKARA DENGAN PRODEO 
 
A. Pertimbangan Hakim Dalam menentukan Dikabulkan atau 
ditolaknya Perkara Secara Prodeo 
Pada dasarnya beracara di pengadilan dalam hal gugatan perdata akan 
dikenai biaya sesuai ketentuan HIR dan RBg. Sering kita mendengar tidak ada 
sengketa, tidak ada perkara, dan tidak ada perkara tanpa biaya. Dalam hukum 
acara perdata masih ada kesempatan bagi orang-orang yang tidak mampu 
secara ekonomi baik penggugat maupun tergugat untuk berperkara di 
pengadilan dengan cara prodeo atau berperkara secara cuma-cuma tanpa biaya 
untuk mencari keadilan. Namun bagi masyarakat yang kurang mampu untuk 
bisa mendapatkan fasilitas bantuan hukum tersebut dengan cara mengajukan 
permohonan dengan mendapatkan ijin dari kepala desa setempat. 
Sebelum adanya PERMA No 1 tahun 2014, untuk menentukan perkara 
dengan prodeo perlu adanya sidang insidentil, dimana hakim mempertanyakan 
para pihak seperti apa kondisi ekonomi mulai dari tempat tinggal, pekerjaan, 
dan penghasilannya apakah memang benar tidak menunjukkan orang tidak 
mampu yang diperkuat dengan bukti dan keterangan para saksi. Namun, 
setelah keluar PERMA No 1 tahun 2014 dalam menentukan perkara secara 
prodeo tidak melualui sidang melainkan dengan putusan sela. Hakim tidak 
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bertanya dahulu tetapi melihat dari syarat-syarat yang diajukan bersamaan 
dengan surat permohonan dapat ditentukan dikabul atau ditolaknya 
permohonan perkara dengan prodeo. 
Dalam pasal-pasal yang tercantum dalam HIR, RBg, maupun PERMA, 
tidak disebutkan kriteria orang miskin itu seperti apa tidak dijelaskan secara 
rinci, dan orang yang akan mengajukan prodeo cukup dengan membawa surat 
keterangan tidak mampu dari kepala desa. Melalui wawancara dengan salah 
satu hakim di Pengadilan Agama Wonogiri mengatakan “kami (Pengadilan 
Agama Wonogiri) tidak menetapkan syarat khusus untuk mengajukan 
permohonan dengan prodeo. Untuk mengajukan permohonan perkara dengan 
prodeo kami mengacu pada PERMA Nomor 1 tahun 2014 itu. Apabila syarat-
syarat sudah terpenuhi dan melihat dana yang dialokasikan DIPA untuk prodeo 
masih ada maka kami akan mengabulkan permohonan orang tersebut.” (Bp. 
Miftahul Huda)
40
. 
Perkara prodeo bukan suatu kewajiban yang harus dijalankan atau 
dihabiskan anggaran dana yang sudah diberikan negara kepada masyarakat 
yang kurang mampu, karena ini juga ditentukan dari masyarakat yang 
menggunakannya.  
Menurut Ibu Nur Habibah “di pengadilan sini prodeo bukan suatu perkara 
yang wajib kita jalankan, karena kita juga melihat kondisi anggaran dan 
masyarakatnya. Terkadang ada anggaran tetapi masyarakat yang tidak mau 
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menggunakan prodeo padahal dia tidak mampu dsecara ekonomi, mereka 
demikian itu karena tidak mau dipandang miskin oleh masyarakat setempat jadi 
sebisanya mereka membayar biaya tersebut. Dan kalau prodeo ini misal 
sesuatu yang diwajibkan nanti pasti ada kecemburuan sosial, dimana yang 
mampu membayar biaya perkara juga akan mendapatkan fasilitas ini.”41 
Dilihat dari segi sosiologisnya prodeo itu untuk melindungi masyarakat 
yang lemah dari segi ekonomi, masyarakat yang lemah ekonominya juga lemah 
aksesnya untuk mendapatkan keadilan diruang-ruang penegakkan hukum 
sehingga prodeo ini bisa menjadi pintu masuk bahwa masyarakat yang tidak 
mampupun bisa memiliki akses yang sama dengan yang mampu dari segi 
ekonomi untuk mendapatkan keadilan di pengadilan. 
Menurut Ibu Nur Habibah “kalau melihat dari keadaan masyarakat kalau 
memang masyarakatnya kurang mampu yentu kita akan kabulkan 
permohonannya menggunakan prodeo apabila syarat-syarat untuk mengajukan 
permohonannya lengkap sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2014. Tapi 
seandainya mampu untuk membayar perkara ya kita juga menolaknya. Jika 
yang mampu membayar lalu dikabulkan permohonannya prodeo nanti akan 
menimbulkan iri pada masyarakat. Bisa jadi yang mampu membayar menjadi 
ikut mengajukan permohonan dengan prodeo kalaupun anggaran tidak ada 
maka hakim tidak bisa memberikan keadilan.”42 
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Oleh karena itu dalam memberikan keadilan di pengadilan hakim juga 
harus melihat keadaan seseorang yang mengajukan permohonan perkara 
dengan prodeo. Apabila seseorang tersebut mampu kemudian mengajukan 
perkara dengan prodeo yang dibuktikan dengan syarat-syarat yang lengkap 
maka tidak perlu dikabulkan permohonannya tersebut. Misalnya majelis hakim 
melihat orang tersebut memakai perhiasan emas pada saat mengajukan prodeo 
hal itu membuktikan kalau dia mampu membayar perkara. 
Tetapi juga tidak sedikit masyarakat yang mau mengajukan permohonan 
perkara dengan prodeo karena masyarakat tidak mau dipandang sebagai orang 
yang kurang mampu. “justru masyarakat sendiri yang tidak mau mnggunakan 
prodeo dikarenakan mereka tidak mau dipandang miskin dimasyarakatnya. 
Padahal kita tahu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja terkadang 
masih banyak yang harus berhutang kesana kemari.” (Ibu Nur Habibah) 
Menurut Bapak Miftahul Huda “kita juga mempertimbangkan dana, 
kadang tidak ada anggaran untuk prodeo. Yang lebih tahu tentang pengaturan 
dan mekanisme perkara prodeo adalah panitera. Hakim hanyalah 
menyidangkan saja. Panitera Sekretaris adalah pihak yang paling mempunyai 
kewenangan terutama dalam mengarahkan dana ataupun mengatur agar 
pendistribusian perkara prodeo berjalan secara adil di masyarakat. Panitera 
sekretaris sebagai kuasa pengguna anggaran di pengadilan agama sehingga 
dana yang disediakan oleh negara dalam perkara prodeo merupakan tanggung 
jawab jabatan. Ketika ada orang yang mengajukan permohonan prodeo dan 
dikabulkan oleh majelis hakim karena ketidakmampuannya kemudian 
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mengajukan dananya ke pengadilan. Nantinya setelah cair dananya sidang 
dapat dilanjutkan kembali. Karena ada proses pengarahan maka perkara prodeo 
tidak dapat secara langsung disidangkan atau dengan kata lain ada jeda waktu 
sekitar dua mingguan. Ini tambahan pekerjaan baru bagi panitera sekretaris.
43
 
Menurut analisis penulis Pengajuan perkara prodeo merupakan hak dari 
masyarakat miskin yang secara normatif dikabulkan atau tidaknya ditentukan 
oleh pekerjaan dan penghasilan dari pemohon, dan hakim haruslah bertindak 
secara normatif sehingga menjadikan alasan ekonomi sebagai satu satunya 
pertimbangan. Pada tahap awal hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan 
Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Lurah. Hal ini nampak bahwa alasan 
ekonomi merupakan alasan satu satunya dalam pengajuan perkara prodeo. 
Untuk memperkuat pengakuan bahwa seseorang tidak mampu maka surat 
keterangan tidak mampu haruslah dilampirkan dalam pengajuan perkara 
prodeo. Namun persoalan yang dapat timbul adalah porsi untuk perkara prodeo 
tersebut tidak tepat sasaran karena ternyata orang mengajukan adalah orang 
yang tidak tergolong miskin. Majelis hakim tidak gegabah dalam memutus 
perkara yang dimintakan secara prodeo.Walaupun sudah ada surat keterangan 
tidak mampu, namun hakim harus memeriksa secara langsung di persidangan 
tentang tingkat ekonomi pihak yang mengajukan. Surat keterangan tidak 
mampu hanyalah sebagai pembuka saja. Sehingga majelis hakim akan menolak 
permohonan perkara yang diajukan secara prodeo jika ternyata yang 
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bersangkutan tidak termasuk dalam kategori miskin Apabila pemohon masih 
memiliki sepeda motor, HP apalagi tanah maka akan ditolak oleh hakim. 
Hakim akan berhati hati dalam menerima atau mengabulkan perkara prodeo 
dengan menanyakan secara langsung tentang kehidupan, pekerjaan, tingkat 
ekonomi, keadaan orang tua atau anak dan data-data lain yang menguatkan 
keadaan dari pemohon. Dan jika ditolak maka yang bersangkutan harus 
membayar perkara atau mengajukan perkara seperti biasa yakni dengan 
membayar seperti sebagaimana mestinya. Dengan demikian perlu adanya 
ketelitian dari hakim sehingga dalam memeriksa perkara prodeo dan tidak 
hanya mendasarkan pada keterangan dari Kepala desa/Lurah ataupun 
keterangan sepihak dari pemohon. 
Sebagaimana dasar pertimbangan yang harus dipertimbangkan majelis 
hakim dalam menentukan seseorang dikabulkan atau ditolaknya menggunakan 
prodeo maka dasar tersebut harus terpenuhi. Jadi dalam mempertimbangkan 
putusan hakim harus menggambarkan tiga dasar pertimbangan tersebut 
sehingga keputusan yang ditetapkan mencapai keadilan. 
 
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkara Prodeo 
Prodeo merupakan fasilitas dari negara untuk masyarakat yang berperkara 
di pengadilan dan tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Fasilitas ini 
guna untuk mengakses masyarakat yang berperkara untuk tetap bisa 
mendapatkan keadilan. Tetapi kembali lagi kepada masyarakat, untuk 
memanfaatkan atau tidak. 
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Faktor yang menjadi penyebab tinggi rendahnya penggunaan perkara 
dengan prodeo selain dari pihak pengadilan yang tidak ada anggarannya juga 
karena ketidakpahaman masyarakat terhadap bantuan hukum tersebut. Faktor 
lain diantaranya seperti rendahnya pendidikan yang menyebabkan masyarakat 
masih awam dengan prodeo dan kurangnya informasi yang sampai pada 
masyarakat kalangan bawah dengan adanya fasilitas prodeo. 
Menurut penulis, seharusnya pemerintah memberikan pemahaman bahwa 
bantuan hukum aalah hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar pro 
bono publico (untuk kepentingan publik) sebagai penjelasan persamaan hak 
dihadapan hukum dan prodeo sebagai keseimbangan pelayanan hukum dimana 
hukum dan keadilan tidak hanya dmemihak kepada orang kaya yang 
mempunyai uang saja, tetapi juga kepada orang yang kurang mampu. 
Sejauhnya ini di Pengadilan Agama Wonogiri tidak ada sosialisasi khusus 
mengenai penggunaan prodeo. Menurut Bapak Miftahul Huda “yang kita 
lakukan bukan mengadakan sosialisasi atau seminar khusus tentang fasilitas 
atau bantuan hukum dipengadilan, tetapi kita menggunakan banner yang 
dipasang di depan bagian sebelah meja informasi itu.”44 
Menurut Ibu Nur Habibah “kalau sosialisasi mengenai prodeo snendiri 
tidak ada, terkadang kita sudah menawarkan kepada orang yang mengajukan 
perkara apabila kelihatan kurang mampu untuk membayar biaya perkatra kita 
tawarkan dengan menggunakan prodeo, selain itu kita juga memasang mmt 
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kecil itu di bagian depan pengadilan, jadi siapa saja bisa membacanya kalau 
datang ke pengadilan selain untuk tanya informasi seputar perkara.”45 
Pengadilan agama ditujukan kepada semua orang yang memiliki hubungan 
erat dengan equality before the law (persamaan hukum) dan semua orang harus 
punya akses terhadap pembelaan yang menjamin justice for the law (keadilan 
untuk semua orang). Oleh sebab itu bantuan hukum selain merupakan hak asasi 
juga mempunyai gerakan konstitusional, dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa prodeo merupakan hak setiap warga masyarakat tanpa terkecuali. 
Sehingga bagaimanapun juga dengan dipenuhinya orang yang kurang mampu 
secara hukum tetap dibela dan diadili meskipun tidak punya uang sehingga 
akan meredam diskriminasi sosial ekonomi sehingga orang yang kurang 
mampu secara ekonomi merasa dibela dan diperhatikan. 
Faktor penyebab tinggi rendahnya perkara prodeo di Pengadilan Agama 
Wonogiri disebabkan karena adanya keterangan khusus yang mengatur dalam 
pasal 237 HIR dan 273 RBg yang berbunyi: penggugat atau tergugat yang 
tidak mampu membayar biaya perkara dapat diijinkan untuk berperkara tanpa 
biaya. Selan itu karena adanya masyarakat kurang mampu yang membutuhkan 
bantuan hukum dalam menyelesaikan masalahnya, yang mana kebutuhan akan 
keadilan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh konstitusi 
Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Pancasila sila ke-5 “keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan didukung oleh UUD 1945 pasal 27 
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ayat 1 yang menyatakan “setiap warga negara sama kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berarti negara 
tidak membeda-bedakan antara warga negara yang satu dengan yang lannya, 
sama-sama dihadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum 
termasuk masyarakat yang kurang mampu. 
Wajah peradilan sebagaimana yang kita cita-citakan bersama tentu saja 
tidak akan terwujud bilamana tidak ditunjang dengan mekanisme administrasi 
yang baik dan teratur. Selain tu proses beracara yang benar dan sesuai dengan 
hukum acara yang berlaku menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar 
lagi. Pola penyelenggaraan administrasi yang baik dan hukum acara yang 
dilaksanakan dengan benar pula akan meliputi segala bidang dan perkara yang 
menjadi kompetensi pengadilan agama tidak terkecuali dalam perkara prodeo, 
baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding.  
Pengadilan sudah mengemas sedemikian rupa untuk memberikan layanan 
bantuan hukum berupa prodeo untuk bisa digunakan mencari keadilan bagi 
yang kurang mampu, tetapi dengan kurangnya informasi yang sampai ke 
masyarakat menjadikan masyarakat tidak tahu dan berpikiran bahwa 
menggunakan prodeo adalah orang yang miskin. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dalam bentuk skripsi dengan 
judul Praktik Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Wonogiri (Tahun 2014-
2017). Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : 
1. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Dikabulkan atau Ditolaknya 
Perkara Dengan Prodeo ; 
a. Tidak adanya ketentuan atau syarat-syarat khusus yang 
diberlakukan di Pengadilan Agama Wonogiri untuk mengajukan 
permohonan perkara secara prodeo. 
b. Syarat yang digunakan di Pengadilan Agama Wonogiri untuk 
mengajukan permohonan perkara dengan prodeo mengacu pada 
PERMA No 1 tahun 2014 tentang pemberian bantuan hukum bagi 
masyarakat tidak mampu dalam berperkara di pengadilan. 
c. Dengan melihat sejumlah dana DIPA yang dianggarkan untuk 
perkara prodeo apabila masih ada anggarannya dan apabila syarat-
syarat permohonan perkara dengan prodeo sudah terpenuhi maka 
hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut. 
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Perkara Prodeo 
Di Pengadilan Agama Wonogiri ; 
a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fasilitas bantuan hukum 
bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dalam hal 
beracara perkara perdata. 
b.  Karena faktor masyarakat sendiri yang tidak mau menggunakan 
fasilitas bantuan hukum tersebut disebabkan masyarakat tidak mau 
disebut kurang mampu/miskin meskipun dalam secara ekonomi, 
menjadikan masyarakat apabila sedang berperkara di pengadilan 
mereka memilih membayar biaya  perkara sendiri meski pada 
kenyataannya masih banyak dalam memenuhi kebutuhan sehari-
hari dengan cara berhutang. 
 
B. Saran 
1. Hakim 
Lebih mempertimbangkan lagi dalam menentukan dikabulkan atau 
ditolaknya permohonan perkara dengan prodeo, apabila ada permohonan 
perkara secara cuma-cuma tidak disalahgunakan oleh masyarakat yang 
sebenarkan tidak membutuhkan. 
2.    Masyarakat  
Untuk masyarakat yang berperkara apabila kurang mampu secara ekonomi 
sehingga kesulitan dalam pembiayaan biaya perkara lebih baik untuk 
mengajukan permohonan perkara secara cuma-cuma. Karena fasilitas bantuan 
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hukum ini bukan semata-mata untuk merendahkan bagi yang tidak mampu 
tetapi bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang kurang bagi 
dalam hal mencari keadilan di pengadilan. 
3.    Pengadilan Agama 
Dalam perkara dengan prodeo untuk lebih memberikan 
ketentuan/kebijakan khusus mengenai syarat-suyarat yang harus diajukan 
untuk permohonan perkara prodeo, supaya tidak terjadi penyalahgunaan dan 
ada sinkronisasi antara masyarakat yang mengajukan permohonan tersebut 
dengan keadaan pemohon.  
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 
 
JADWAL PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
No 
Bulan Juli Agustus September Oktober November Desember Januari 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
x x x x 
                        
2 Konsultasi     x x x x x x x x x x x x x x x x         
3 Semprop          x                   
4 
Revisi 
Proposal 
    
      x x x        
        
5 
Pengumpulan 
Data 
    
  x x x x x x x        
        
6 Analisis Data            x x x x x             
7 
Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi 
    
            x x   
        
8 
Pendaftaran 
Munaqosyah 
    
               x 
        
9 Munaqosyah                       x      
10 Revisi Skripsi                        x x x   
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Lampiran 2 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wonogiri 
1. Apakah perkara dengan prodeo suatu bantuan hukum yang wajib 
dilaksanakan di Pengadilan Agama Wonogiri ? 
2. Dalam penggunaan perkara prodeo berapakah jumlah dana yang 
diberikan dari DIPA ke Pengadilan Agama Wonogiri untuk setiap 
tahunnya ? Dan untuk berapa perkara ? 
3. Digunakan untuk biaya apa sajakah dana tersebut ? 
4. Bagaimana proses dan penyelesaian pengajuan perkara dengan prodeo ? 
5. Apabila dalam satu proses penyelesaian perkara belum selesai tetapi dana 
yang diberikan untuk perkara prodeo sudah habis, apakah  pihak yang 
mengajukan perkara membayar kekurangannya atau diambilkan dari 
dana DIPA yang masih ada ? 
6. Bagaimana jika perkara telah selesai sampai putusan dan dana untuk 
biaya perkara masih ada sisa ? 
7. Bagaimana hakim Pengadilan Agama Wonogiri dalam menentukan 
dikabulkan atau tidaknya seseorang yang mengajukan prodeo ? 
8. Bagaimana standarisasi atau kebijakan Pengadilan Agama Wonogiri 
dalam menentukan seseorang yang berperkara dikabulkan atau ditolak 
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menggunakan prodeo selain yang diatur dalam HIR, RBg, dan PERMA 
Nomor 1 tahun 2014 ? 
9. Bagaimana jika dana dari DIPA yang disediakan untuk perkara prodeo 
tidak ada dan pihak yang berperkara ingin mengajukan menggunakan 
prodeo ? 
10. Apabila ada syarat khusus yang telah ditentukan, syarat apakah yang 
harus dilengkapi untuk dapat menggunakan prodeo ? 
11. Dalam rentang waktu dari tahun 2014-2017 prodeo di Pengadilan Agama 
Wonogiri tidak selalu digunakan, apakah yang menyebabkan tinggi 
rendahnya penggunaan tersebut ? 
12. Apakah dari pengadilan ada sosialisasi khusus mengenai penggunaan 
prodeo ? 
13. Apakah dalam pelaksanaan sidang keliling dapat menggunakan prodeo ? 
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Lampiran 3 
LAPORAN PERKARA PRODEO TAHUN 2014 
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI 
Bulan 
Perkara Prodeo 
JANUARI 
- 
9 / 18 
perkara PRODEO 
Ditulis oleh TIM IT Pengadilan Agama Wonogiri 
Rabu, 15 Agustus 2012 10:37 - Pemutakhiran Terakhir Senin, 21 Maret 2016 
09:12 
FEBRUARI 
- 
MARET 
- 
APRIL 
1 
MEI 
1 
JUNI 
- 
10 / 18 
perkara PRODEO 
Ditulis oleh TIM IT Pengadilan Agama Wonogiri 
Rabu, 15 Agustus 2012 10:37 - Pemutakhiran Terakhir Senin, 21 Maret 2016 
09:12 
JULI 
- 
AGUSTUS 
- 
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SEPTEMBER 
- 
OKTOBER 
- 
NOVEMBER 
- 
11 / 18 
perkara PRODEO 
Ditulis oleh TIM IT Pengadilan Agama Wonogiri 
Rabu, 15 Agustus 2012 10:37 - Pemutakhiran Terakhir Senin, 21 Maret 2016 
09:12 
DESEMBER 
- 
Jumlah 
2 
 
LAPORAN PERKARA PRODEO TAHUN 2015 
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI 
Bulan 
Perkara Prodeo 
JANUARI 
- 
FEBRUARI 
- 
12 / 18 
perkara PRODEO 
Ditulis oleh TIM IT Pengadilan Agama Wonogiri 
Rabu, 15 Agustus 2012 10:37 - Pemutakhiran Terakhir Senin, 21 Maret 2016 
09:12 
MARET 
- 
 86 
 
APRIL 
- 
MEI 
- 
JUNI 
- 
JULI 
- 
13 / 18 
perkara PRODEO 
Ditulis oleh TIM IT Pengadilan Agama Wonogiri 
Rabu, 15 Agustus 2012 10:37 - Pemutakhiran Terakhir Senin, 21 Maret 2016 
09:12 
AGUSTUS 
- 
SEPTEMBER 
- 
OKTOBER 
- 
NOVEMBER 
- 
DESEMBER 
- 
14 / 18 
perkara PRODEO 
Ditulis oleh TIM IT Pengadilan Agama Wonogiri 
Rabu, 15 Agustus 2012 10:37 - Pemutakhiran Terakhir Senin, 21 Maret 2016 
09:12 
Jumlah 
- 
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LAPORAN PERKARA PRODEO TAHUN 2016 
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI 
Bulan 
Perkara Prodeo 
JANUARI 
- 
FEBRUARI 
- 
MARET 
- 
15 / 18 
perkara PRODEO 
Ditulis oleh TIM IT Pengadilan Agama Wonogiri 
Rabu, 15 Agustus 2012 10:37 - Pemutakhiran Terakhir Senin, 21 Maret 2016 
09:12 
APRIL 
- 
MEI 
- 
JUNI 
- 
JULI 
- 
AGUSTUS 
- 
16 / 18 
perkara PRODEO 
Ditulis oleh TIM IT Pengadilan Agama Wonogiri 
Rabu, 15 Agustus 2012 10:37 - Pemutakhiran Terakhir Senin, 21 Maret 2016 
09:12 
SEPTEMBER 
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- 
OKTOBER 
- 
NOVEMBER 
- 
DESEMBER 
- 
Jumlah 
- 
17 / 18 
perkara PRODEO 
 
LAPORAN PERKARA PRODEO TAHUN 2017 
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI 
Bulan 
Perkara Prodeo 
JANUARI 
1 
FEBRUARI 
- 
MARET 
1 
15 / 18 
perkara PRODEO 
Ditulis oleh TIM IT Pengadilan Agama Wonogiri 
Rabu, 15 Agustus 2012 10:37 - Pemutakhiran Terakhir Senin, 21 Maret 2016 
09:12 
APRIL 
1 
MEI 
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2 
JUNI 
- 
JULI 
2 
AGUSTUS 
3 
16 / 18 
perkara PRODEO 
Ditulis oleh TIM IT Pengadilan Agama Wonogiri 
Rabu, 15 Agustus 2012 10:37 - Pemutakhiran Terakhir Senin, 21 Maret 2016 
09:12 
SEPTEMBER 
- 
OKTOBER 
- 
NOVEMBER 
- 
DESEMBER 
- 
Jumlah 
10 
17 / 18 
perkara PRODEO 
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Lampiran 5 
 
FOTO WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA 
WONOGIRI 
 
Wawancara dengan Bapak Miftahul Huda, S.H selaku Hakim 
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Wawancara dengan Ibu Dra. Nur Habibah selaku Hakim 
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